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MOTTO

“When yow say “Its hard’’, o actually

meany “I’'m not sfrong enough fo- fight for

. Stop saying ofs hard: Think posctive!”’

(Robert Frost
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RINGKASAN

Dita Kurnia Sari, 2014Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak
Hotel Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang). Drs. Muhammad, $4if8i, Dra. Zahroh Z.A,
M.Si, 127hal + xiv

Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapsliasteerah yang dapat
dikembangkan potensinya yaitu melalui penerimagakpaotel. Pajak hotel sebagai
salah satu sumber pendapatan daerah harus mesuiiti sistem dan prosedur yang
dijalankan dengan baik mulai pendaftaran, pendatpanetapan, penyetoran serta
penagihan. Prosedur tersebut rawan akan penyimpaygag dilakukan, maka
diperlukan pengendalian intern yang baik dalam pegatan pajak hotel untuk
mengontrol seluruh kegiatan yang berjalan. Evaltexiadap sistem dan prosedur
pemungutan pajak hotel diperlukan untuk mengetkbli@mahan dan kelebihan dari
sistem yang selama ini dijalankan sehingga penyng@a yang terjadi dapat
diminimalisir dan dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambganerapan sistem dan
prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan @eatas Pendapatan Daerah
Kota Malang serta mengetahui sistem dan prosedmupgutan pajak hotel pada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukignigksananya
pengendalian intern. Jenis penelitian yang digunakdam penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksansistem dan prosedur
pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan deetaiMalang sudah berjalan
dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Péalgamintern terhadap sistem
pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksasutgngan pedoman Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 salah satunya peapag tugas yang dilakukan
seksi pendaftaran dan pendataan.

Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelamatang ditemukan
adalah memisahkan antara fungsi pendaftaran dadaf@@am serta pengendalian
intern dalam sistem pemungutan pajak hotel lebimgkatkan agar tidak terjadi
kemungkinan adanya kecurangan.

Kata Kunci : sistem dan prosedur pemungutan paak hotel, pengendalian
intern



SUMMARY

Dita Kurnia Sari, 2014The Evaluation of Hotel Tax Collection System
and Procedure To Improve Internal Control (Study at The Local Income Official

of Malang City), Dr. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zah, Z.A., M.Si, 127 pages +
Xiv

Hotel tax is one source of local genuine incomeve@ithis status as a
potential source for local revenue, hotel tax iquireed to have a well-managed
system and procedure starting from registratiote gaocessing, bill determination,
saving, and collection. This procedure, howevereasily subjected to fraud, and
therefore, good internal control is needed to colleotel tax. Evaluation against
hotel tax collection system and procedure shallibportant to understand the

strength and weakness of this system such thafréuel can be minimized and
avoided.

The objectives of research are to describe thdicapipn of hotel tax
collection system and procedure by the Local Inc@ffecial of Malang City, and to
acknowledge hotel tax collection system and procedpplied by the Local Income
Official of Malang City to develop internal controResearch type is descriptive
study.

Result of research indicates that the implemeoriatif hotel tax collection
system and procedure by the Local Income OfficfaMalang City is classified as
good but with few exceptions. Internal control ofaetel tax collection system is still
not consistent to the manual of Government Reguialo. 60 of 2008, especially
related to the presence of double tasks chargedtlt division of registration and

data processing.
It may be suggested that weakness can be deakgarating the function of

registration and data processing. Internal cortfdiotel tax collection system shall
be improved to minimize the presence of fraud.

Keywords: hotel tax collection system and procedur e, internal control

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah menjadi salah satu uestingpbagi suksesnya
pembangunan nasional. Pembangunan nasional merkbotblaya yang besar yang
tidak bisa dibebankan pada pemerintah pusat sk tetapi harus dibagi rata
dengan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari peguipan daerah adalah untuk
pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkajalkiEsaan masyarakat di
seluruh Indonesia. Menurut Siagian dalam Halim 22885) pembangunan adalah
proses perubahan yang terencana dari suatu kevadiginal ke situasi nasional yang

lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lainmgangkut proses perbaikan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tal®d4 tentang
Pemerintah Daerah, maka kabupaten atau kota sedagaah otonom memiliki
kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendik orgngolah sumber daya dan
potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuangyaerlaku. Secara resmi

otonomi daerah mulai diterapkan pada tanggal 1ara@Q01.

Penyerahan otonomi daerah diarahkan untuk memparcegpwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan p®ayadan pemberdayaan.
Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas n@mgpemerintah kota untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yangtidiganingkatan terhadap
daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PADHddpatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua penerimaan daerah yang berasabuabier pendapatan asli



daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 TahO#4 @&htang Pemerintahan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelompokkanjadi empat jenis, yaitu :
1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Lain-lain PAD yang sah
Sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemeridé&inah adalah melalui
pajak daerah. Menurut Resmi (2013:8) pajak daerglatddiartikan sebagai pajak
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daeraigkét | (pajak provinsi)
maupun Daerah Tingkat Il (pajak kabupaten/kota) dignnakan untuk membiayai
rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya supdregrimaan dari pajak
daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yaray ddgmbangkan potensinya oleh
pemerintah daerah ialah melalui pajak hotel.
Menurut Prakosa (2003:116) pajak hotel adalah pajak pelayanan hotel.
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bemigountuk dapat
menginap atau beristirahat, memperoleh pelayaream,athu fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan laiparyg menyatu, dikelola
dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuktplkeoan dan perkantoran.
Fasilitas hotel banyak digunakan oleh berbagainkga yang berkepentingan
pada suatu daerah. Mengingat Kota Malang sebagdaiyeng sedang berkembang
dan terus melakukan pembangunan yang berkelanjttahini menjadikan Kota
Malang banyak diminati oleh para pemilik usaha lokaupun yang berasal dari luar
Kota Malang melihat potensi bisnis yang terbukaafelSeiring dengan pesatnya

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah DaKiath, Malang menjadi tujuan

wisata baik turis lokal maupun asing yang datany mi@manfaatkan fasilitas hotel



yang tersedia. Hal ini berpengaruh positif padarmgkatan penerimaan pajak hotel

Kota Malang. Berikut ini akan disajikan tingkat papaian pajak daerah dan

kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Aslir&laéPAD) Kota Malang, yaitu :

Tabel 1: Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Mgalahun 2009-2013 (dalam
rupiah)

Tahun Target Realisas Psrezle:]st;s?e
2009 92.772.122.460,02 91.991.090.606,21 99,16%
2010 | 104.802485.741,16 113.502.021.204,78 108,30%
2011 | 162.332.588.459,55 185.820.893.982,76 114,47%
2012 | 200.671.267.208,87 230.290.495.954,67 114,76%
2013 | 210.287.899.778,18 238.499.748.161,57 113,41%

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2014

Informasi yang telah disajikan pada tabel 1 tersehanunjukkan adanya
kecenderungan positif dalam peningkatan pencapegalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) selama kurun waktu 5 (lima) tahunkiieira Terkecuali yang terjadi
pada tahun 2009 menunjukkan bahwa target PAD tudkgbat terealisasi. Tahun
anggaran 2009 persentase tercapainya pajak daerabnjukkan sebesar 10,30%,
tahun anggaran 2010 persentase tercapainya sdl¥580%, tahun anggaran 2011
sebesar 114,47% dan 114,76% untuk tahun 2012. Rddax anggaran 2013

mengalami penurunan yaitu sebesar 113,41%.



Tabel 2: Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kotaldhg Tahun 2009-2013

.o 1! Kontribusi
Tahun T(z;rg)et Re(gllssam Tar?st )PAD Terhadap
P i P PAD (%)

2009 | 5.085.730.00Q 5.204.343.124 92.772.122.460 0%,6

2010 | 6.600.928.51Q  7.335.305.695 104.802.485{741 7,00%

2011 | 7.937.911.597 8.136.987.336 162.332.588{459 5,01%

2012 | 8.913.290.057  9.787.551.997 200.671.267,208 4,88%

2013 | 11.115.346.405 13.934.800.659 210.287.899.7786,63%
Sumber: Dispenda Kota Malang, 2014

Berdasarkan tabel 2 mengenai kontribusi pajak letBhdap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) diatas dapat dilihat bahwa pada teé2@09 kontribusinya sebesar
5,60%, pada tahun anggaran 2010 kontribusi yangritdn sebesar 7,00%. Tahun
2011 mengalami penurunan kontribusi yaitu sebedal% dan pada tahun 2012
kontribusinya sebesar 4,88%. Tahun anggaran 2013gaiemi kenaikan yaitu

sebesar 6,63%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengajak daerah di
Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provien pajak kabupaten atau kota.
Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangemunqmutan masing-masing
pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi #abupaten atau kota yang
bersangkutan. Jenis-jenis aspek pajak yang dipupgdad masing-masing daerah
(provinsi dan kabupaten atau kota), antara lain:

1. Jenis Pajak Provinsi
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20Q@ntgrpajak

daerah, jenis-jenis pajak provinsi dibagi menjaginis, yaitu :



a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendara#tedi Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Taawal\nl Permukaan.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20Q@ntgrpajak

daerah, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ddkmdmenjadi 7 jenis, yaitu :

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak hiburan

d. Pajak reklame

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

g. Pajak parkir

Banyaknya sumber-sumber pendapatan di daerah yangs hdigali dan
dikelola, maka pemerintah daerah mendirikan suagarosasi pelaksana di bidang
ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Dinas ini med@pasuatu badan yang
mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber peatala daerah dari sektor
pajak maupun retribusi. Dispenda perlu mengupayakeaha-usaha untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksin penggalian dana,
penggunaan dana, dan pengembangan sumber-sumbar ydag berasal dari
pendapatan daerah. Adapun rangkaian kegiatan featarimaan pajak disebut
sistem dan prosedur.

Menurut Cole dalam Baridwan (2012:3) pengertiatesisdan prosedur adalah



Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-pros@ehg saling berhubungan

yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruk orglaksanakan suatu

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosmilah suatu urutan
pekerjaan keran(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu
bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanyklpean yang seragam
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang gserjadi.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel diperlukan adpegigendalian intern
yang baik. Pengendalian intern yang baik akan mangjosuatu kegiatan agar
berjalan secara efektif dan efisien khususnya i&tam pemungutan pajak hotel.
Pengendalian interrmenurut Mulyadi (2008:163), sistem pengendalianermt
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranralkuyang dikoordinasikan untuk
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitismkéandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya &khi). Evaluasi terhadap
pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan pérherintah harus dilakukan
untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan darinsigeng selama ini dijalankan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 T2B08 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, maka pengendalierni yang baik harus

memenuhi unsur-unsur yang meliputi :

)

. Lingkungan pengendalian

N

. Penilaian risiko

w

. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

Pajak hotel merupakan sumber pendapatan yang pdtéagi Kota Malang
karena memiliki potensi untuk terus meningkat sgiridengan perkembangan

pembangunan Kota Malang. Selain itu, diharapkamgaemeningkatnya PAD inilah



pengendalian intern terhadap sistem pemungutark paj@l dapat meningkat pula.

Pengendalian intern yang baik diharapkan dapat reskam kepastian kepada

masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel dilakukagah benar sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pelaksanaan sistem pemungutan pajak teotditi dari rangkaian
kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapaisatikan satu sama lain.
Kegiatan tersebut dimulai dari prosedur pengumpuate, prosedur penetapan
pajak, prosedur penagihan pajak, sampai dengarguogpengawasan penyetoran
pajak. Prosedur tersebut rawan akan penyimpanganditakukan, maka diperlukan
pengendalian intern yang baik dalam pemungutankpagiel untuk mengontrol
seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut digen agar penyimpangan yang
terjadi dapat diminimalisir dan dihindari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwsi@ns pengendalian
internal mempunyai peranan yang sangat besar dsiktem pemungutan pajak di
Kota Malang. Pengendalian internal atas sistem upgurtan pajak merupakan suatu
tindakan untuk meminimalisir penyelewengan yang gikimterjadi. Sesuai dengan
latar belakang diatas, maka peneliti tertarik umhéngambil judul Evaluasi Sistem
Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mkrkung Pengendalian

Intern.”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makanpean masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem dan prosedur pemurggjtdnhotel yang



dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang?
2. Apakah sistem dan prosedur pemungutan pajak hated yelah dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah ukend

terlaksananya pengendalian intern?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini atteéebagai berikut:
1. Mengetahui gambaran penerapan sistem dan prosecwngutan pajak hotel
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotarida
2. Mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajalel hohda Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang sudah mendukung kdananya

pengendalian intern.

D. Kontribusi Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraitiaatas, hasil penelitian ini
harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai kderiku
1. Manfaat Akademis

a) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengemgkan dan menambah
iimu pengetahuan di masa mendatang mengenai evalsiggeem
pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

b) Memberikan informasi pengetahuan khususnya mengeagk hotel,
sekaligus sebagai referensi bagi penulis lain dsanamendatang yang
berminat dan memiliki tujuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan saran, masukan,@han pertimbangan



dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mentkgka pelaksanaan

pengendalian intern pada sistem pemungutan pajek kata Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yaggnadkan adalah sebagai

berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasanepgan,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusielitgan, dan
sistematika pembahasan.

BAB I| : TINJAUAN PUSTAKA
Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teorigyberkaitan dengan
judul penelitian yang nantinya digunakan untuk mahas lebih
lanjut. Teori yang digunakan meliputi sistem akuosta
pengendalian intern, penerimaan kas, pajak dagrajak hotel,
pendapatan asli daerah.

BABIII : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan tentang metodeligan yang

digunakan dalam penelitian meliputi jenis penaiitiafokus

penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitisunnber data, teknik

pengumpulan data, instrumen penelitian, serta needodlisis.
BABIV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan pokok permasalahandyawali



BAB V
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dengan gambaran umum lokasi penelitian, hasil |jieme dan

analisis serta interpretasi data.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dalam ssddelumnya
serta saran dan kritik yang mungkin akan dapatndigan sebagai

bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan DaerahMkadang.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Akuntansi
1. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi dalam suatu perusahaan merupakatn sistem yang
mempunyai peranan penting dalam perkembangan daléan pencapaian tujuan
organisasi. Sistem akuntansi yang baik dapat mesigha suatu informasi yang
dibutuhkan bagi suatu perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008:3), sistem akuntansi adalaiganisasi formulir,
catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikigpa untuk menyediakan
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna maimkah pengelolaan

perusahaan.

Menurut Baridwan (2012:4) sistem akuntansi adat@mélir-formulir, buku-
buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat gaqugakan untuk mengolah
data yang berhubungan dengan usaha suatu perusdéiagan tujuan untuk
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-Epgang diperlukan oleh
manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak- lain yang
berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur ldebaga-lembaga
pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut paraiadtias dapat disimpulkan
bahwa sistem akuntansi adalah sekumpulan formudimdlir, catatan-catatan,
prosedur-prosedur, dan alat-alat sebagai sarank unémbantu pekerjaan pihak-
pihak yang berkepentingan yang berguna untuk mekareinformasi keuangan

yang dibutuhkan oleh manajemen suatu perusahaammgamudahkan pengelolaan

perusahaan.

11
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2. Pengertian Sistem dan Prosedur
Terdapat bermacam-macam pendapat dari para ahyj ysmpunyai cara
pandang berbeda mengenai pengertian sistem dagdprodlenurut Moscove dalam
Baridwan (2012:4) sistem adalah suatu kesafeatity) yang terdiri dari bagian-
bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitamgale tujuan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Cole dalam Baridwan (2012:3) pengertiartesis dan prosedur

adalah:

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-proseahgr saling berhubungan
yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruk orglaksanakan suatu
kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosmilhlah suatu urutan
pekerjaan keran(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu
bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanykalpean yang seragam
terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang serjadi.

Adapun definisi mengenai sistem dan prosedur menMuwlyadi (2008:5)
sebagai berikut:

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibeaurt pola yang terpadu
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. dinosadalah suatu

kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapagdalam suatu departemen
atau lebih, yang dibuat utnuk menjamin penangaeaara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Sutabri (2009:18) sistem adalah suatu gannprosedur yang dibuat
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan legipokok perusahaan.
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikakaliga melibatkan beberapa
orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibotk menjamin
penanganan secara seragam transaksi perusahaaenadigberulang-ulang.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapatpdikan bahwa sistem

merupakan jaringan prosedur yang terdiri dari Kagikegiatan pada organisasi

saling berhubungan dan berinteraksi untuk berusarapai tujuan perusahaan.
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Sedangkan prosedur merupakan serangkaian kegiang Perurutan terhadap

transaksi-transaksi yang terjadi secara berulaageul

3. Fungsi Sistem Akuntansi
Menurut Mulyadi (2010:19-20) fungsi umum sistem mtiamsi, antara lain:

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatisaha baru
Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi ggrusahaan baru
didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha yang berbeda
dengan usaha yang telah dijalankan selama ini.

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan olettesn yang sudah ada
Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak daygenenuhi kebutuhan
manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajiaopun struktur
informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kegkinan disebabkan
oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga miesystem auntansi
untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu irdsriyang lebih baik
dan tepat penyajiannya sesuai dengan kebutuhanenama

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan peskgecintern
Akuntansi merupakan alat pertnggungjawaban kelayaketu organisasi.
Pengembangan system akuntansi seringkali ditujukdok memperbaiki
perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehipgganggungjawaban
terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapasatiakan dengan baik.
Pelaksanaan system akuntansi dapat pula ditujukdnk ummperbaiki
pengecekan intern agar informasi yang dihasilkaeh dystem tersebut
dapat dipercaya.

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggarsatatan akuntansi
Pengembangan sistem akuntansi seringkali ditujukatuk menghemat
biaya. Informasi merupakan barang ekonomi Untuk p®woiehnya
diperlukan pengorbanan sumber ekonomi yang laiah@®hrena itu dalam
menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarmanfaat yang
diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan. Jéaggrbanan untuk
memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lef@sar disbanding
dengan manfaat yang diperoleh, system sudah atiagierncang kembali
untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi ge@re informasi
tersebut.

B. Pengendalian Intern

1. Pengertian Pengendalian Intern

Setiap kegiatan yang berjalan dalam suatu orgamsagoun perusahaan pasti
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akan mengalami hambatan berupa masalah. Masala@btgr bisa berasal dari
internal maupun eksternal suatu perusahaan. Agsalatatersebut dapat dipecahkan
dan diminimalisir, maka suatu perusahaan perlu naphkan pengendalian intern.
Hal ini dijalankan untuk mengurangi terjadinya miaBayang tidak sesuai dengan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perusahaa

Menurut Mulyadi (2010:163) pengendalian intern imetii struktur organisasi,
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untauknjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan alaiatansi, mendorong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern adalah sebagai berikut : Pesgmw yang meliputi
struktur organisasi dan semua cara serta alatyalag dikoordinasikan dan
digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjagaakan harta milik
perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaranadtatatansi, memajukan
efisiensi di dalam usaha, dan membantu mendoropgtuhinya kebijakan
manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu ($iL2809:33)

Menurut Bodnar (2003:11) pengendalian intern adgkaig ditetapkan untuk
memberikan jaminan tercapainya tujuan keandalaor#apkeuangan, efektivitas dan
efisiensi operasi, ketaatan atas ketentuan datupanayang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarikri@dan bahwa pengendalian
intern merupakan suatu sistem perencanaan yan@tdibeh perusahaan meliputi
struktur organisasi dan semua alat-alat yang ddinasikan guna menjaga

keamanan asset perusahaan, meningkatkan kepercalgamadipatuhinya kebijakan

perusahaan.
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2. Tujuan Pengendalian Intern
Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2018)1@&dalah sebagai
berikut :
a. Menjaga kekayaan organisasi
b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
c. Mendorong efisiensi
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Menurut Boynton & Kell (2003:325) tujuan dari pengalin intern adalah:
a. Keandalan pelaporan keuangan
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang bedakia
c. Terciptanya efisiensi dari suatu operasi.
Setelah dijelaskan beberapa tujuan sistem pendandaltern diatas, dapat
diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern beatnjuntuk mencegah tindakan-
tindakan yang menyimpang dari kebijakan manajemangysudah ditetapkan

sehingga dapat merugikan kekayaan dan kegiataasipeal suatu perusahaan.

3. Unsur-Unsur Pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (2010:164) terdapat beberapa urdalam pengendalian
intern, unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jafualgsional secara
tegas.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang migarb@erlindungan
yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapataiialzn

c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dagsifusetiap unit
organisasi.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jauabn
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Menurut Sutabri (2009:33) terdapat beberapa elegpoéok yang merupakan

karakteristik suatu pengendalian intern, yaitu gabberikut :

a.

b.

C:s

d.

Suatu struktur organisasi yang memisahkan tangguamgab fungsional
secara tepat

Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yakg/idng berguna
untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukimadap harta milik,
utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya.

Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dindafaelakukan tugas-
tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organis

Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai déagggung jawabnya.

Keempat unsur-unsur yang sudah disebutkan olehgbdirali atas merupakan

karakteristik terpenting yang ada pada sistem pag&n intern suatu organisasi.

Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern semata bertujuan untuk

menciptakan keandalan laporan keuangan suatu eeganiMenurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2@@8hg sistem pengendalian

intern pemerintah, unsur-unsur sistem pengendaltam pemerintah meliputi :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihdigkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dendusif untuk
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkukgrjanya, melalui :
1) Penegakan Integritasdan Nilai Etika
a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku ;
b) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perif@da setiap
tingkat pimpinan instansi pemerintah ;
c) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas pepgmgan terhadap
kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadegmaperilaku ;
d) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanyavemtsr atau
pengabaian pengendalian intern ; dan
e) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat nosgdoerilaku
tidak etis.
2) Komitmen ter hadap K ompetensi
Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksaldirang-
kurangnya dilakukan dengan :
a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang ditken untuk
menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-massigiplalam
Instansi Pemerintah ;
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b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugadutagsi masing-
masing posisi dalam Instansi Pemerintah ;

c) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memilkémampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalanggbalaan
Instansi Pemerintah.

3) Kepemimpinan yang K ondusif
Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksudnddPasal 4
huruf ¢ sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

a) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputysan

b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja ;

c) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP ;

d) Melindungi atas asset dan informasi dari aksespdgnggunaan yang
tidak sah ;

e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejpbda tingkat yang
lebih rendah ; dan

f) Merespon secara positif terhadap pelaporan yaniaiten dengan
keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

4) Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan K ebutuhan
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai denigaloutuhan
sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilakuiageaah :

a) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatanrissBemerintah ;

b) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawindiastansi
Pemerintah ;

c) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelapoteam dalam
Instansi Pemerintah ;

d) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodiladegh struktur
organisasi sehubungan dengan perubahan lingkumigdegss ; dan

e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutamakupbsisi
pimpinan.

5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yant sepagaimana
dimaksud sekurang-kurangnya dilaksanakan denganperbatikan hal-
hal sebagai berikut :

a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat seademgan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaiaart Instansi
Pemerintah ;

b) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksdachduruf a
memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yaregikdih
terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintghng
bersangkutan ; dan

c) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimakdacduruf b
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggual farkait
dengan penerapan SPIP.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan Sumber Daya Manusia
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Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehanhdep&mbinaan
sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dilalsand&ngan
memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebag&ube

a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmemasadengan
pemberhentian pegawai ;

b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalamegnekrutmen ;
dan

c) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Efektif
Perwujudan peran aparat pengawasan intern penterygag efektif
sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya harus :

a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatahenkatan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan pemggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah ;

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan ef@kisvmanajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinas@emerintah ;
dan

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolaypkenggaraan
tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

8) Hubungan Kerja yang Baik dengan | nstansi Pemerintah Terkait
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintatkait,
sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan adanya msel@saling uji
antar Instansi Pemerintah terkait.

. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pamlaisiko. Penilaian

risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identsiikasiko dan analisis

risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan tarsi Pemerintah
menetapkan :

1) Tujuan Instansi Pemerintah
Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan @dgraaryang spesifik,
terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktjuan ini wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

2) Tujuan pada tingkatan kegiatan
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekunamagpgmnya dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategisiéngtamerintah ;

b) Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak be&tegan satu
dengan lainnya ;

c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansiiteate;

d) Mengandung unsur kriteria pengukuran ;

e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup

f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam prose®tzgrannya.

c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian terdiri atas :
1) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangldgagan
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membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerjagyditetapkan.
2) Pembinaan sumber daya manusia
3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Kegiatan pengendalian atas sistem pengelolaan nsistéormasi
dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapznrmasi.
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistenmiafsir meliputi :
a. Pengendalian umum
Pengendalian umum terdiri atas :
1. Pengamanan sistem informasi.
(a)Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang
komprehensif ;
(b)Pengembangan rencana yang menggambarkan program
pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang memgiojka

(c)Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan
mengelola program pengamanan ;

(d)Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ;

(e)implementasi kebijakan yang efektif;

(f) Pemantauan efektivitas program pengamanan dan uhkalak
perubahan program pengamanan jika diperlukan.

2. Pengendalian atas akses

(a)Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarka
kepentingan dan sensitivitasnya ;

(b)ldentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasieskke
informasi secara formal ;

(c)Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk ecegah
dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi ;

(d)Pemantauan atas akses ke sistem informasi, inaest&jas
pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegiiahn.

3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan karamgk
aplikasi.

(a)Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informash da
modifikasi program ;

(b)Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkak lyang
baru dan yang dimutakhirkan ;

(c)Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggarany
pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem.

(a)Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem beaasar
tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atassa$ori
akses ;

(b)Pengendalian dan pemantauan atas akses dan peagguna
perangkat lunak sistem ;

(c)Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap
perangkat lunak sistem.

5. Pemisahan tugas.
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(a)ldentifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan plametapan
kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut ;
(b)Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaasapemi
tugas ;
(c)Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui pengguna
prosedur, supervise daeview.
b. Pengendalian Aplikasi
Pengendalian aplikasi, terdiri dari :
1. Pengendalian otorisasi
(a)Pengendalian terhadap dokumen sumber ;
(b)Pengesahan atas dokumen sumber ;
(c)Pembatasan akses ke terminal entri data ;
(d)Penggunaatfile induk dan laporan khusus untuk memastikan
bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
2. Pengendalian kelengkapan
(a)Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yelaty t
diotorisasi ke dalam computer ;
(b)Pelaksanaan  rekonsiliasi data untuk memverifikasi
kelengkapan data.
3. Pengendalian akurasi
(a)Penggunaan desain entri data untuk mendukung aklatas;
(b)Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasa dang
salah ;
(c)Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikaa ykng
salah dengan segera ;
(d)Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi
dan validitas data.
4. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesdiil eldata
(a)Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hangeapro
danfile data versi terkini digunakan selama pemrosesan ;
(b)Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk
memverifikasi bahwa versifile komputer yang sesuai
digunakan selama pemrosesan ;
(c)Penggunaan program yang memiliki prosedur untukgeesk
internal file header labels sebelum pemrosesan
(d)Penggunaan aplikasi yang mencegah perubdhansecara
bersamaan.
4) Pengendalian fisik atas asset
Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas assepiman Instansi
Pemerintah  wajib  menetapkan,  mengimplementasikan n da
mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
a) Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur perageam fisik ;
b) Rencana pemulihan setelah bencana.
5) Penetapan dareview atas indikator dan pengukuran kinerja
Dalam melaksanakan penetapan danew indikator dan pengukuran
kinerja pimpinan Instansi Pemerintah harus :
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a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja ;

b) Mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetaan
keandalan ukuran dan indikator kinerja ;

c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja ;

d) Membandingkan terus-menerus data capaian kinerjgashesasaran
yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebiljulan

6) Pemisahan fungsi
Dalam melaksanakan pemisahan fungsi, pimpinanrasemerintah
harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transéksi kejadian
tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan Ilajadpimpinan
Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkddasikian syarat
dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas treirdsak kejadian.
Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan teplktiuywpimpinan
Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan :

a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan ttegmn dicatat
segera ;

b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanataam seluruh
siklus transaksi atau kejadian.

9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi altessumber daya
dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitazd@gphsumber daya
dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatesesatls sumber
daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemlerintsjib
memberikan akses hanya kepada pegawai yang bergvedan
melakukarreview atas pembatasan tersebut secara berkala.

10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendaliamistrta transaksi
dan kejadian penting.
Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, piampinstansi
Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dacara berkala
memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruhter8is
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadiatinge
d. Informasi dan Komunikasi

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, ggiman Instansi

Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk damanasa
komunikasi ;

2) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistearmiaki secara
terus menerus.

e. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern
Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksarmakéaiui :
1) Pemantauan berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melaluigiaties
pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekasisiian tindakan
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lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2) Evaluasi terpisah
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat peasan intern
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit d&aiew lainnya
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dawiew lainnya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan matamisnyelesaian
rekomendasi hasil audit daeview lainnya yang ditetapkan.
C.Pajak
1. Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009:1) adalcn rakyat kepada kas
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dkgksdengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapamnpikkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
Sedangkan Adriani dalam Zain (2003:11) berpend&pditva pajak adalah
iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksalang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratwarum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali iganygung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengehpmageluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyeletkggagpamerintahan.
Menurut Soemitro dalam Negara (2006:4) Pajak adaledn rakyat kepada
kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor swastektor pemerintahan) dengan
tidak menjadi jasa timbaleteflen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Berdasarkan pengertian tersebut, pajak dapatldiarsebagai iuran rutin yang
dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara yang sed=ntum di dalam Undang-

Undang diperuntukkan membiayai keperluan umum Negartuk menjalankan

pemerintahan.
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2. Ciri-Ciri Pajak
Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menain (2003:12) antara
lain sebagai berikut :

a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintalafposupun pemerintah
daerah berdasarkan atas Undang-undang serta atleksanaannya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih damabgr daya) dari
sector swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektgara (pemungut
pajak/ administrator pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pyabn umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penadvam, baik rutin
maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontrags¥tindividual oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakakein para wajib
pajak.

e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/
anggaran negara Yyang diperlukan untuk menutup [@sadoN
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfusegjsagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dafandan ekonomi dan
sosial (fungsi mengatur/ regulatif).

3. Penggolongan Pajak
Menurut Resmi (2013:7) pajak dapat dikelompokkannjadi tiga, yaitu
sebagai berikut :

a. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendehaokajib pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepadagolan atau pihak
lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yamgadmgkutan
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atammihkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langstergadi jika terdapat
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang efeikan terutangnya
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa
b. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaadipriagb pajak
atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadajgkrsydn
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2. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknyabeaitpa benda,
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatikmbulnya
kewajiban bayar pajak, tanpa memperhatikan keage#oadi subjek
pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diam untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baikrdba&ingkat |
(pajak provinsi) maupun Daerah Tingkat Il (pajalbkpaten/kota) dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah grasasing.

4. Teori Pemungutan Pajak
Teori yang mendukung hak negara untuk memungutkpdgai rakyatnya
(Resmi,2013:5) antara lain:

a. Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuindumgi orang dan
segala kepentingannya, meliputi keselamatan damean jiwa, dan juga
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjiaraasu(pertanggungan),
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebugrtligan pembayaran
premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, paj&hiyang dianggap
sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu haruaydiboleh masing-
masing individu. Meskipun teori ini hanya sekedatuk member dasar
hokum kepada pemungut pajak, namun beberapa pakaentangnya.
Mereka berpendapat bahwa pembandingan antara pajakperusahaan
asuransi tidaklah tepat karena: 1) dalam hal tinkmrugian, tidak ada
penggantian secara langsung dari negara, dan &pamembayaran jumlah
pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tatlatdrdapat hubungan
langsung.

b. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagiambgiajak yang harus
dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian bebamainis didasarkan atas
kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugaeentah, termasuk
perlindungan atas jiwa orang-orang itu besertaaiaghdanya. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikéiaa oleh negara
dibebankan kepada mereka.

c. Teori Gaya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemunguagk terletak pada
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jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada wgagaaitu perlindungan
atas jiwa dan harta bendanya. Demi kepentingaehatsliperlukan biaya-
biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yangkmeati perlindungan
itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankmda asas keadilan,
bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untalp seting. Pajak harus
dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya piksé@@ng dapat diukur
berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitundi@sarnya
pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalak gejghasilan untuk
Wajib Pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengedn atau pembelanjaan
dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertenty yetak dikenakan
pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yarak titiengutamakan
kepentingan negara diatas kepentingan warganya, a megdori ini
mendasarkan pada pahabnganische Saatsleer. Paham ini mengajarkan
bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah imaklak untuk
memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendengan tidak adanya
persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena persekutuan (yang
menjelma menjadi negara) berhak atas satu danlgangAkhirnya setiap
orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban inutlantuk
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalamwukepembayaran
pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara nmguu pajak,
melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memanefehgyang baik itu
sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, furmEmungutan pajak
disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya laeiirdmah tangga
dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemuagnyalurkannya
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memaltidup masyarakat
dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori inngagrkan bahwa
penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah ydagat dianggap
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

5. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan paijdikt menimbulkan
hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak hmmenuhi syarat sebagai
berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilzdang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam peangrundangan di
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antaranya mengenakan pajak secara umum dan meeata, disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil da&dakspnaannya
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untm&ngajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengdjakaing kepada
Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undgag{S uridis)
Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 3a&ta2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadbaik bagi negara
maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegmoduksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuarek@@omian
masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsibudgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil poemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkameadorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanByarat ini telah
dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

6. Tarif Pajak
Tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) dibedakannjeni 4 macam,
yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap dygwapjumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang teryieomprsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadappag@uan jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutap.

c. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besarlagabilah yang yang
dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil joilelah yang dekenai
pajak semakin besar

7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pagik3, yakni :
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a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungtan yang memberi wewenkepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pggaig terutang oleh
wajib pajak. Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutiamgada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluaran surat ketatgmjak oleh fiskus

b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membememang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pggailg terutang. Ciri-
cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdagpada wajib

pajak sendiri
2) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, daelaporkan sendiri
pajak yang terutang

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberemang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajakgydersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutangWiib Pajak. Ciri-ciri
dari sistem ini yaitu wewenang menentukan besapajak yang terutang
ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan MPRgijak.

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah raeK@putusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, dibagi menjaykifu :

a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana besgrajk yang
harus dilunasi atau pajak terutang oleh Wajib Pajilentukan oleh
pemerintah selaku fiskus yang ditetapkan melaluaSKetetapan Pajak
Daerah (SKPD), dalam hal ini wajib pajak bersifasip menunggu SKPD
(Wajib Pajak pasif,Fiskus aktif).
1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan
a. Pendaftaran terdiri dari :
1) Menyiapkan formulir pendaftaran WP;
2) Mengirimkan formulir pendaftaran kepada WP setaladatat
dalam daftar formulir pendaftaran;
3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir peadarft
WP yang telah diisi oleh WP;
4) Kemudian dalam daftar formulir pendaftaran dibamda dan
tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dakardinduk
WP, daftar WP per golongan, serta dibuatkan KaRyWM®D.
b. Pendataan terdiri dari :
1) Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD)
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2) Menyampaikan SPTPD kepada WP setelah dicatat ddddiar
SPTPD

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir perschata
(SPTPD) yang telah diisi oleh WP

4) Kemudian daftar formulir pendataan diberi tanda tmmggal
penerimaan

5) Mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data ydaggutya
diserahkan kepada unit kerja yang membidangi umidses
penetapan.

Formulir yang dipergunakan pada prosedur pendaftadan

pendataan adalah :

a) Formulir Pendaftaran
b) Formulir SPTPD

¢) Kartu Data

d) Kartu NPWPD

2. Prosedur Penetapan

a.
b.

Membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasardata;
Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerjangya
membidangi pendataan setelah pembuatan nota pegaiiupajak
daerah selesai;

Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika tambahan obyekkpgang
sama sebagai akibat ditemukannya data baru ateer deda
perhitungan pajak daerah dan membuat daftar SKPBZEK

. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepal Unit Kerjan€&apan

atas nama Kadipenda dan daftar SKPD/SKPDT ditandgani
oleh unit kerja yang membidangi penetapan dan pkaia tanda
terimanya,

. Menyerahkancopy daftar SKPD/SKPDT kepada unit kerja yang

membidangi pembukuan penerimaan, unit kerja yanglgangi
penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendatiarasional
(P20);

Menyerahkan SKPD/SKPDT kepada WP;

. Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kgalibayar

setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)i hsejak
SKPD/SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrbBsrupa
bunga sebesar 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD

Formulir yang digunakan pada prosedur penetapanaalatin :
1) Kartu Data
2) Nota Perhitungan Pajak Daerah
3) SKPD
4) SKPDT
3. Prosedur Penyetoran/Pembayar an
a. BKP menerima setoran disertai Surat Ketetapan PBja&rah

b.

dengan media SSPD;
Setelah SSPD yang telah divalidasi/dicap, aslinkambalikan ke
WP yang bersangkutan;
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c. Berdasarkan SSPD yang divalidasi dengan registerditatat dan
dijumlahkan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejaeislui
BKP dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara hariao gisertai
Buku Setoran Bank;

e. BKP secara periodical (bulanan) menyiapkan LapdR@alisasi
Penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda taolgénKepala
Dinas Pendapatan Daerah;

f. Mendistribusikan :

1) Media setoran yang telah divalidasi ke Unit Pemlamkdan
Pelaporan;

2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Unit Pembulaan
Unit Kerja Penagihan, serta Unit Kerja Pendataan;

3) Laporan Realisasi Penerimaan dan penyetoran uapgdae
Kepala Daerah, Kadipenda, Unit Kerja Perencanaan da
Pengendalian Operasional.

Formulir yang digunakan pada prosedur penyetorsaraiain :

1) SSPD

2) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang

4. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

a. Prosedur pembukuan penetapan :

1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masingda pa
kolom penetapan yang tersedia atas dasar DaftaPSRVP
Self Assesment, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar
SKPDKB, Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar
SKPDLB dan Daftar STPD;

2) Mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPWPD d&i W
masing-masing pada kolom penetapan yang terseakadatsar
SKPD,SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan
STPD;

3) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatatngale
memberi nomor unitile.

Formulir yang digunakan pada prosedur pembukuaretppan

antara lain :

a) SKPD

b) SKPDT

c) SKPDN

d) SKPDKB

e) STPDKBT

f) STPD

g) SKPDLB

b. Prosedur pembukuan penerimaan :

1) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing jpadom
Penyetoran yang tersedia atas dasar Buku Pembantrihaan
Sejenis dan Daftar Bukti Pemindahbukuan.
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2) Mencatat kedalam Buku WP sesuai dengan NPVdRD WP
masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersddm dasar
Validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan;

3) Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telahtaticiengan
memberi nomor unit file.

Formulir yang dipergunakan adalah :

a) SSPD

b) Bukti Pemindahbukuan.

c. Prosedur pelaporan :

1) Membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan T&kagg per
jenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Bajag
telah  dijumlahkan dari = kolom Penetapan dan kolom
Penyetorannya;

2) Membuat Daftar Tunggakan per WP atas dasar Bukuy¥ig
telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetgwnn

3) Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PajakrabDaeatas
dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggp&a jenis
pajak dan Daftar Tunggakan per WP;

4) Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Petatapa
Daerah kepada Kadipenda untuk ditanda tangani;

5) Mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapasin
Daerah beserta Daftar Penetapan, PenerimaanTdaggakan
per jenis Pajak, Daftar Tunggakan per WP kepé&dpala
DaerahUnit Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah lainngaPda
20.

6) Membuat Daftar Realisasi Setoran Masa padar pkriode /
masa atas dasar Buku WP yang telah dijumlah pader ak
pariode;

7) Mengajukan Daftar Realisasi Setoran Masa (self sasset)
kepada Kepala Unit Kerja Pembukuan Pelaporan untuk
ditandatanganidan disahkan;

8) Menyerahkan Daftar Realisasi Setoran Masd (assesment)
kepada Unit Kerja Pendaftaran dan Pendataan;

Formulir dan yang dipergunakan adalah:
a) Formulir Laporan Realisasi Penerimaan PendapasanaD

b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewemagnghitung
besarnya Pajak yang terutang oleh wajib pajak alde&n oleh fiskus
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehinggaadesigtem ini Wajib
Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, mengigtu menyetor, dan
melaporkan sendiri jumlah Pajak terutang dengaratSBemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kantor Dinas Pendapatarah, sedangkan
fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan, perggawadan
pemerikasaan dalam rangka uji kepatuhan dari laptvajib Pajak atas
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jumlah Pajak yang terutang (Wajib Pajak aktif, Eskpasif) (Mardiasmo,
2009:7).
Sistem dan prosedur pemungutan paga assessment system dengan
official system secara keseluruhan sama, yang membedakan hanyalah p
prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan.

1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

a.

Pendaftaran terdiri dari :

1) Menyiapkan Formulir Pendaftaran;

2) Menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada WajibPagklah
dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran;

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan FormulindBgaran
yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan

4) Dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tandan dtanggal
penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Ddftduk WP,
Daftar WP per Golongan, serta dibuatkan KRRWPD

Formulir yang dipergunakan adalah :

a) Formulir Pendaftaran

b) Kartu NPWPD

. Pendataan terdiri dari :

1) Menyerahkan Formulir Pendataan (SPTPD);

2) Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendata
(SPTPD) yang telah diisi oleh WP

3) Daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerinaan

4) Mencatat Data Pajak Daerah dalam Kartu Data dadakem
Daftar SPTPD WFSelf Assesment;

Formulir dan Daftar yang dipergunakan adalah :
a) Formulir SPTPD
b) Kartu Data

2. Prosedur Penetapan

a.

b.

C.

d.

e.

Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutdreydasarkan
SPTPD, dicatat dalam Kartu Data;

Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Karta @&t Hasil
Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara mamgjumlah

pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang digartgkan dalam
Kartu Data;

Jika Pajak terutang kurang atau tidak dibayar maikerbitkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

Jika tidak terdapat selisin antara pajak téerg dan kredit
pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak &rad\ihil

(SKPDN);

Jika terdapat tambahan obyek pajak yang ssehagai akibat
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Sukatetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
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f. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak aegjt maka
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih aBay
(SKPDLB);

g. Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak aseleslanjutnya
menyerahkan kembali Kartu Data kepada Unit Kerjad@&an;

h. Menerbitkan Daftar SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB, dan SKRD
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah terselasdi

i. Surat ketetapan ditanda tangani oleh Kepalait Kerja
Penetapan atas nama Kadipenda dan Daftar Ketetapan
tersebut diatas ditanda tangani oleh Kepalat Wrja
Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda teganan

J. Menyerahkancopy Daftar Surat Ketetapan diatas kepada Unit
Kerja Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihdnit
Kerja Perencanaan dan Pengendalian Operasional;

k. Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN
kemudian WP menandatangani masing-masing tandaaeian
mengembalikannya;

. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenaksanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (oulah lima
persen) dari pokok pajak dan jumlah Pajaktéem dalam
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kemaik
sebesar 100 % ( seratus persen) dari pokok Pajak;

m. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan &kl
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling l&80a(tiga
puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterindgpat
memberikan sanksi administrasi berupa bunga seb@sar(dua
persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

Formulir dan Daftar/ Buku yang dipergunakan adalah

1) Surat Teguran untuk memasukan SPTPD (DPD - 06);
2) Kartu Data
3) Laporan Pemeriksaan
4) Nota Perhitungan Pajak Daerah
5) SKPD
6) SKPDT
7) SKPDN
8) SKPDKB
9) SKPDKBT
10) STPD
11) SKPDLB
Berdasarkan penjelasan diatas, kedua sistem pemaungajak daerah

tersebut, memiliki perbedaan pada cara penghitupggk yang akan dibayar.
PerbedaarOfficial Assessment System dan Self Assessment System dapat

dilihat melaluiflowchart dibawah ini :
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a. Official Assesment System

‘ Mulai ,

Wajib Pajak mendatangi kantor

dengan membawa fotokopi KTP

dan KK kemudian mengisi form
pendaftaran

Form Pendaftaran 1

Data Pajak Daerah

Register Wajib
Pajak dan
penerbitan

kartu NPWPD

Kartu NPWPD

il

Mengisi form
SPTPD

g

SPTPD

|

Menghitung sendiri

tarif pajak dikalikan NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
omset serta SPTPD : Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah
melakukan SSPD  : Surat Setoran Pajak Daerah
pembayaran

Selesai

Gambar 1 : Sistem Pemungutan Pajak secara Official Assessment System
(Sumber : Keputusan Mendagri No 43 Tahun 1999)
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Self Assesment System

‘ Mulai '

Waijib Pajak mendatangi kantor
dengan membawa fotokopi KTP
dan KK, kemudian mengisi form
pendaftaran dan penetapan tarif
pajak oleh pegawai dispenda

I 2

IForm Pendaftaran 1

Data Pajak Daerah

Register Wajib
Pajak dan
penerbitan kartu
NPWPD

Kartu NPWPD |
Menyerahkan
form SPTPD

|SPTPD |

Melakukan
pembayaran

NPWPD  : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
SPTPD : Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah
SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Selesai

Gambar 2 : Sistem Pemungutan Pajak secara Self Assesment System
(Sumber : Keputusan Mendagri No 43 Tahun 1999)
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D. Pendapatan Adli Daerah

Menurut Bratakusumah dan Solikin (2002:172) Pentdepasli daerah yaitu
penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari susob@ver dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daseguai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Munir (2004:38) Pendapatan Asli Daerah pakan Pendapatan Asli
Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,| hasiibusi, hasil
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lainRaindapatan Asli Daerah
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleamagsda pemerintah
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksat@@omno daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapampidikian bahwa
pendapatan asli daerah adalah pendapatan daengh bggsumber dari dalam
wilayahnya sendiri yaitu hasil pajak daerah, hasiribusi, dan lain-lain yang

bertujuan untuk membiayai pendanaan dalam pela&sastanomi daerah.

E. Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Menurut UU No.34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalahniwvajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadaatidanpa imbalan langsung yang
seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasstumae perundang-undangan
yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk mayabi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Zain (2003:13) pajak daerah adalah iurajibweng dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalagsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan pargberundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemgglaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
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Pengertian pajak daerah menurut Suandy (2011:33Jaladiuran yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadaatid@npa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan pergterandang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelaeragn Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah.

Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah adalah pajakg ydipungut oleh
Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat | (pajakips)vmaupun Daerah Tingkat Il
(pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiaymah tangga daerah
masing-masing.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli, ddpatik kesimpulan bahwa
pajak daerah adalah iuran wajib yang dipungut Bletmerintah Daerah kepada orang
pribadi maupun badan dalam rangka membiayai penggtgaan Pemerintah
Daerah dan pembangunan daerah. Hal ini sudah diatam perundang-undangan

sehingga pungutan yang diberlakukan seimbang sdengan keadaan Wajib Pajak.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Resmi (2013:8) pajak daerah dikelompokkanjadi dua, yaitu:
a. Pajak Provinsi terdiri dari:
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraartedi Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
. Pajak Hotel
. Pajak Restoran
. Pajak Hiburan
. Pajak Reklame
. Pajak Penerangan Jalan
. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
. Pajak Parkir

~NoO o~ WNPRE
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3. Dasar Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:6) dasar pemungutan pajakupakan bentuk

operasional dari pengakuan dan pengukuran keadsiak pajak atau aau stelsel.

Berikut ini macam-macam dasar pemungutan pajakyaitdin:

a.

Stelsel NyatqRiil Selsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objeksganggguhnya (riil
atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapktidda pada akhir tahun
setelah keadaan sesungguhnya objek pajak diketahui.

. Stelsel AnggapafFictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang dlietuketentuan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Stelsel Campuran

Pengenaan pajak pada stelsel ini dilakukan dengarcdra. Cara pertama
pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan phjek pada tahun lalu,
dan cara kedua pada akhir tahun, pajak dikenakadatem keadaan
sesungguhnya objek pajak.

4. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:99) tarif pajak daerah tdpkan paling tinggi

sebesar:

a.

o0

oD Q o

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atassé@lresar 5% (lima
persen)

. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaital Air sebesar

10% (sepuluh persen)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar &% (lersen)

. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah TaaalAd Permukaan

sebesar 20% (dua puluh persen)

. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)

Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)

. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebd¥4r (Rua puluh
persen)

Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada butir a, bjtetapkan seragam di
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seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan fieate Tarif pajak

sebagaimana dimaksud pada butir e s/d k dkatagengan Peraturan Daerah.

5. Perhitungan Pajak Daerah
Menurut Pandiangan (2002:398) Cara menghitung pajakrah adalah
besarnya pajak yang terutang dihitung dengan migagatarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak. Cara menghitung pajak daerah giamaksud ialah tarif pajak
daerah dikalikan dengan uang subjek pajak.
Menurut Pandiangan (2002:396-399) perhitungan pdmdrah dapat dirinci
sebagai berikut :

a. Pajak hotel
1) Tarif pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaramg dilakukan
kepada hotel
2) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayarsy dilakukan
kepada hotel
3) Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihiturgngan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
b. Pajak restoran
1) Tarif pajak restoran dikenakan atas jumlah pemizaysang dilakukan
kepada restoran
2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah peamarayyang
dilakukan kepada restoran
3) Besarnya pokok pajak restoran yang terutang digitdengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak
c. Pajak hiburan
1) Tarif pajak hiburan dikenakan atas jumlah pemayasaau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau meriikibaran
2) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pemdaydau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau merniikibatran
3) Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitulemgan cara
mengalikan tarif dasar dengan dasar pengenaan pajak
d. Pajak reklame
1) Tarif pajak reklame dikenakan atas nilai sewa meklayang didasarkan
atas nilai jumlah obyek pajak reklame dan nilaatsigis pemasangan
reklame.
2) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewéamek cara
perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengaratpein daerah.
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Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan gaen keputusan
kepala daerah.

3) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitdeggan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e. Pajak penerangan jalan

1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan dikenakami&i jual tenaga
listrik

2) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalahjuzlaienaga listrik
jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biayaakaian KWH
yang ditetapkan dalam rekening listrik.

3) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang teruddmntyng dengan
cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak.

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

1) Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan mkkan atas nilai
jual hasil pengambilan bahan galian golongan C\

2) Dasar pngenaan pajak pengambilan bahan galiangpio@ adalah nilai
jual hasil pengambilan bahan galian golongan C tuhigi dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengkn pasar atau
harga standar masing-masing jenis bahan galiamgaioC

3) Besarnya pokok pajak pengambilan ahan galian galon@ yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif lpaji@ngan dasar
penggunaan pajak.

F. Pajak Hotel
1. Definisi Pajak Hotel
Menurut Prakosa (2003:116) pajak hotel adalah pajak pelayanan hotel.
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan raggauntuk dapat menginap/
beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau tésiliainnya dengan dipungut
bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyadteloth dan dimiliki oleh pihak
yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Menurut Kurniawan (2006:69) hotel adalah banguremgykhusus disediakan
bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memphrplelayanan, dan atau
fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasakgdonan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sarkecuali untuk pertokoan

dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah ptaakpelayanan hotel.

Menurut Waluyo (2011:240) pajak hotel adalah pajes pelayanan yang
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disediakan hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitg®enyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkainya dengan dipungut bayaran
yang mencakup motel, losmen, gubuk, pariwisatagnaipariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan, dan sejenisnya.

Seperti telah dijelaskan di atas dapat ditarik rkesilan bahwa pajak hotel
adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas pedaygang disediakan suatu hotel.
Pelayanan tersebut meliputi fasilitas penginapasilitas olahraga dan hiburan, serta

jasa persewaan ruangan untuk acara atau pertemhbated

2. Objek dan Subjek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 208pwadobjek dan subjek
dari Pajak Daerah khususnya adalah sebagai berikut
a. Objek Pajak Hotel
Menurut Pandiangan (2002:396) Objek Pajak Hoteladdpelayanan yang
disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

1) Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangadek

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasiliéasgjimmmpan atau
tinggal jangka pendek yang sifathya memberikan ldahan dan
kenyamanan.

3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakasuhuntuk tamu hotel,
bukan untuk umum.

4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atampan di hotel.

Menurut Kurniawan (2006:70) objek pajak adalah payaban yang
disediakan hotel dengan pembayaran, antara lain :

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek

2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasiliéagimpapan atau
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan ldghan dan
kenyamanan

3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakanusustuk tamu hotel

bukan untuk umum, dan
4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atampan di hotel



41

Menurut Pandiangan (2002:396) yang tidak termashikek pajak hotel

adalah :

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atalitagagempat
tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

2. Pelayanan tempat tinggal di asrama dan pondok pegsan

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hdiel yang
dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayara

4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yangglipakan oleh umum
di hotel

5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggaralamhaitel dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.
Menurut Prakosa (2003:116) subjek pajak daeratahdaiang pribadi atau
badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkdgéagan pajak hotel maka
yang dimaksud dengan subjek pajak hotel adalahggpabadi atau badan yang

melakukan pembayaran kepada hotel.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel
Menurut Prakosa (2003:117) dasar pengenaan pajéd hdalah jumlah
pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayatalah jumlah yang diterima
atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas faware barang dan/atau jasa

sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Sedangkan tarif pajak hotel dalam PP No.65 Tah@i 2@ling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Pemadasaah.

Menurut Prakosa (2003:117) pajak hotel yang tegutdipungut di wilayah

daerah tempat hotel berlokasi. Besarnya pokok phjatel yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak hetinggi-tingginya sebesar
10% (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak diterima atau

seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyeradu@ng dan/atau jasa
sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapak #gzimpulan bahwa
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dasar pengenaan pajak hotel adalah sejumlah perabayang dilakukan subjek
pajak hotel kepada hotel. Hal ini telah diatur daReraturan Daerah mengenai dasar
pengenaan pajak dan tarif pajak hotel yang telpbrgjut di wilayah daerah tempat

hotel berlokasi.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan peneldieskriptif. Penelitian
deskriptif menurut Nazir (2003:54) adalah suatu adet dalam meneliti suatu
kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, ssiastem pemikiran ataupun suatu
kelas peristiva pada masa sekarang. Penelitianripiskyang dilakukan pada
penelitian ini berusaha untuk menjelaskan objelgyditeliti dengan cara membuat
suatu gambaran mengenai fakta-fakta yang terjath paat penelitian berlangsung.

Sedangkan menurut Narbuko dan Achmadi (2003:44klpeam deskriptif
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan ggaiman masalah yang ada

sekarang berdasarkan data-data, jadi dia jugabbisi#dat komparatif dan korelatif.

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini iglahdekatan kualitatif.
Menurut Moleong (2012:6) pendekatan kualitatif atial

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomengarig apa yang
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaierrsepsi, motivasi, tindakan,
dil. Secara holistic dan dengan cara deskripsindatentuk kata-kata dan
bahasa pada suatukonteks khusus yang alamiah dmardenemanfaatkan
berbagai metode ilmiah. Menurut Moleong (2012:3@ju@n dari pendekatan
kualitatif adalah memahami fenomena sosial melgambaran holistik dan
memperbanyak pemahaman mendalam.

Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan dagkrigéif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakangy diamati. Berdasarkan
pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bapesmelitian ini merupakan
deskripsi, uraian, serta interpretasi dari kondi&i permasalahan yang ada pada

sistem dan prosedur pemungutan pajak.
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B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikanabah yang jelas pada
penelitian yang dilakukan, sehingga objek yang adkigeliti agar tidak terlalu luas
dan terarah sesuai dengan informasi yang dibutuhkakus penelitian dalam
penelitian ini meliputi :
1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel yargragkan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang, meliputi:
a) Fungsi yang terkait
b) Jaringan prosedur yang membentuk sistem
c) Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur
2. Pengendalian intern yang baik sesuai dengan umswrupokok sistem
pengendalian intern. Unsur-unsur pengendalianrintang baik, antara lain:
a) Lingkungan pengendalian
b) Penilaian risiko
c) Kegiatan pengendalian
d) Informasi dan komunikasi

e) Pemantauan sistem pengendalian intern

C. Pemilihan L okas dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat mgkap keadaan yang
sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkamissienelitian merupakan tempat
dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenaiojg& gang diteliti. Lokasi
penelitian yang digunakan untuk penelitian ini kiSi@anakan pada Kantor Dinas

Pendapatan Darah Kota Malang tepatnya di Jl. Mayj&ungkono Komplek
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Perkantoran Terpadu Gedung B lantai 1. Kantor ®iRandapatan Daerah Kota
Malang merupakan instansi pemerintah yang mengegala pengelolaan keuangan
daerah Kota Malang, termasuk diantaranya pajakatiddrususnya pajak hotel.

Adapun alasan peneliti memilih Kantor Dinas PentmpaDaerah Kota
Malang, antara lain :

1) Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terleliakkota Malang
merupakan daerah yang sedang berkembang dalamr qektiovisata dan
bisnis. Hal ini dapat memunculkan potensi pendapatada sektor pajak
daerah khususnya pajak hotel yang cukup tinggi.

2) Tersedianya informasi-informasi yang dibutuhkangbénserta data-data yang

mudah didapatkan.

D. Sumber Data Penélitian
Menurut Azwar (2010:91) sumber data yang digunadkalam penelitian ini,
yaitu:
1. Data primer
Data primer atau data tangan pertama diperolehsilamy dari subyek
penelitian dengan menggunakan alat pngambilan ldatgsung dari subjek
sebagai sumber informasi yang dicari. Informasigyaliperoleh berupa
penjelasan secara lisan mengenai sistem dan prgsechungutan pajak dan
retribusi daerah. Data primer diperoleh dari waveaacatauinterview
kepada pihak terkait dan staff di Kantor Dinas Rgadan Daerah Kota
Malang.

2. Data Sekunder
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Data sekunder atau data tangan kedua adalah datp dyperoleh lewat
pihak lain, dan tidak langsung diperoleh dari p#inetlari subjek

penelitiannya. Sumber data sekunder yang umum &aemgia yang
tersimpan dalam arsip yang biasanya terbuka baguaepeneliti dengan
persyaratan yang sama, misalnya yang dikumpulkah diro Arsip

Nasional (Nasution, 2003:114).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian dialadn data struktur
organisasi, Perundang-Undangan mengenai Pajak ,Hotedlokumen

mengenai sistem pemungutan Pajak Hotel dan Lapiaeget dan Realisasi

Pajak Hotel.

E. Pengumpulan Data
Menurut Moleong (2008:9) Penelitian dengan mengkanapendekatan
kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pamgtan (observasi), wawancara
atau penelaah dokumen. Pengumpulan data adaladdprasntuk memperoleh data-
data yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ydiggnakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Wawancara atainterview
Menurut Moleong (2008:186) Wawancara adalah pepakadengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawan@at@ viewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawanoagkan dilakukan kepada
pihak-pihak dalam Dinas Pendapatan Daerah Kotangathususnya yang

menangani Pajak Hotel.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data cecgie mempelajari
dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempeldgaa dari sejumlah arsip

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010:101) Instrumen merupakart Bntu bagi peneliti di
dalam menggunakan metode pengumpulan data. Derggaikidn terdapat kaitan
antara metode dengan instrumen pengumpulan data.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam peaaeliithni meliputi:

1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara berisi mengenai daftar pertarysantelah disiapkan
dan disusun secara sistematis untuk diajukan kemphd&-pihak yang
terkait guna menggali informasi yang dibutuhkan

2. Pedoman dokumentasi
Pedoman dokumentasi berisi mengenai dokumen-dokwyaeg ada pada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang guna mendaypatifarmasi-

informasi yang diutuhkan untuk penelitian.

G.Analisis data

Menurut Moleong (2008:248) analisis data adalalsgsonengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katedan, satuan uraian dasar.
Sedangkan menurut Nazir (2003:346) Analisis dateupakan bagian amat penting
dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah satebut dapat beri arti dan

makna yang berguna dalam memecahkan masalah mmnelit
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Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini ada&lbhgai berikut:
1. Menggambarkan sistem dan prosedur pemungutan pajakyang meliputi :

a. Fungsi yang terkait yaitu Bidang Pendaftaran dandBgman, Bidang
Penyetoran/Pembayaran, Bidang Pembukuan dan Pafaperta Bidang
Penagihan

b. Jaringan prosedur yang membentuk sistem antara lain
1) Sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan gk
2) Sistem dan prosedur penetapan pajak hotel
3) Sistem dan prosedur penyetoran pajak hotel
4) Sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak h
5) Sistem dan prosedur penagihan pajak hotel

c. Analisis bentuk-bentuk formulir yang digunakan dudsesuai dengan
syarat-syarat pedoman pembuatan formulir.

2. Pengendalian intern yang baik sesuai dengan ParaRemerintah Nomor 60

Tahun 2008 memiliki unsur-unsur, yaitu:

a) Lingkungan pengendalian
Pimpinan instansi menciptakan lingkungan pengeadajiang kondusif
untuk penerapan sistem pengendalian intern daleghungan kerja.

b) Penilaian risiko
Penilaian risiko yang dilakukan oleh pimpinan terdiari identifikasi
risiko dan analisis risiko.

c) Kegiatan pengendalian
Pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendaliamisdengan tugas

dan fungsi instansi untuk mengawasi seluruh kegigéag berjalan.
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d) Informasi dan komunikasi
Pimpinan mengkomunikasikan informasi dalam bentak @aktu yang
tepat kepada bawahan. Komunikasi yang terjadi haerglan secara
efektif.

e) Pemantauan sistem pengendalian intern
Pemantauan sistem pengendalian intern ditugaslkdn pimpinan melalui

evaluasi terpisah dari aparat pengawasan pengandaiern.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum L okasi Penelitian
1. Sgjarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Pada masa pembentukannya, Dinas Pendapatan Daevtédn Malang
merupakan suatu dinas yang bertujuan untuk melakpkanungutan pajak daerah
dan retribusi daerah yang digunakan untuk membiagaluruh program
pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan Bbsmjaan masyarakat. Maka
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomidrtdnggal 1 Januari 1970
dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malaiketika awal
pembentukannya Dinas Pendapatan dikendalikan laggsleh Walikota selaku
Kepala Dinas.

Tahun 1988 merupakan awal dari masa perkembangaasDfPendapatan
Daerah khususnya Kota Malang. Organisasi Dinas d&®dn Daerah lebih
diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan tdfefDalam Negeri Nomor
061/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988. Kerumitan dalg®layanan kepada
masyarakat, terutama Wajib Pajak Daerah (WPD) dajib/Retribusi Daerah, serta
terjadinyaoverlapping dalam pelaksanaan pemungutan diatasi dengan plakusar
Sistem dan Prosedur baru yang didasarkan pada Kemitusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentangte® dan Prosedur
Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Laisesta Pungutan PBB di 99
Kabupaten/Kotamadya Dati Il.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 atau bedemiengan hari ulang tahun

50
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Dinas Pendapatan Kota Malang, Otonomi Daerah sedek#if diberlakukan. Setiap
tahun peringatan HUT Dinas Pendapatan Kota Malangrgiasa diingatkan kembali
terhadap hakekat pelaksanaan otonomi daerah urgnkapai tujuan memakmurkan
masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah gamgutamakan transparansi,
akuntabilitas serta responsibilitas. PemerintaraKdalang membentuk tim otonomi
daerah yang tugasnya antara lain melaksanakankestsasi, refungsionalisasi dan
revitalisasi lembaga-lembaga perangkat daerah, Sipdratur serta sistem dan
prosedur tetap. Hasilnya antara lain adalah ditexbnya Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, TugeskP&ungsi dan Struktur
Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerbgdrah dan Keputusan
Walikota Malang Nomor 10 Tahnun 2001 tentang Uralagas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Disamping jabatan struktural tersebut, terdapaitpbfungsional yaitu :

a. Bendaharawan Khusus Penerima

b. Bendaharawan Khusus Benda-Benda Berharga

c. Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji

2. Visi, Mis, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota M alang
a. Vis
Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 ma04 pasal 1 angka
12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang rkargipada akhir periode
perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tdreardalam RPIJMD Kota Malang
Tahun 2009-2013 harus dicapai pada tahun 2013njB#iga pada pasal 5 ayat (2)

disebutkan bahwa RPJM daerah merupakan penjabarawisl, misi, dan program
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Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman padH¥ HPaerah dan
memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, ma&kanpsan visi, misi, dan
program dalam RPJMD Kota Malang ini tidak sepenahograsal dari visi, misi dan
program kepala daerah, namun juga menyesuaikarmdd®igJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut dan sejalan dengan visef#ah Kota Malang,
maka Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah saku gmimbangunan di bidang
penerimaan dan pendapatan daerah merumuskanhagjasderikut :
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Rangka Mendukung

Pertumbuhan Per ekonomian K ota Malang

b. Misi
Demi mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugasipdan fungsi, maka
misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun -20Q8 adalah sebagai
berikut:
1) Meningkatkan Pendapatan Daerah

2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

c. Tujuan, Sasaran, K ebijakan dan Program

Pengertian tujuan menurut Kpeutusan Kepala Lemiatministrasi Negara
Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomamyB®sunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalasusitu (apa) yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) samgagan 5 (lima) tahunan. Tujuan
dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan mis delasarkan pada isu-isu

dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebaktartujuan tidak harus dinyatakan
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dalam bentuk angka, akan tetapi harus dapat mekkamusuatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, meradirigjuan akan mengarahkan
pada sasaran yang akan dituju, kebijakan, program leegiatan dalam rangka
mewujudkan misi.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah gtralen arah kebijakan
pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26nT2001 pasal 1 angka
14 disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langiealsikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkaada angka 15 disebutkan
bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diaméilt @emerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

a) Tujuan
Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Petaai@aerah, tujuan yang
akan dicapai adalah :
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
b) Sasaran

Pencapaian misi yang telah ditetapkan, perlu ditemt sasaran yang akan

dicapai. Dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatarab, terdapat tiga

(tiga) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahnya

3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja
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3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungs Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk deRgaaturan Daerah
Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi flata Kerja Dinas
Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 TaQtP? tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PendapaitnMalang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan upsilaksana
Pemerintah Daerah di bidang pemungutan pajak daBiaphenda Kota Malang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam nsalatkan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala D&¥sdikota melalui
Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daewih Klalang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomoh6m2012 terdiri dari:

a) Kepala Dinas
b) Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Keuangan
2) Sub Bagian Umum
3) Sub Bagian Penyusunan Program
c) Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
1) Seksi Pendataan
2) Seksi Pendaftaran
3) Seksi Penetapan

d) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, @adiri
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1) Seksi Pembukuan

2) Seksi Pengembangan Potensi

3) Seksi Pengelolaan Benda-benda Berharga
e) Bidang Penagihan, terdiri dari :

1) Seksi Penagihan PBB

2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya

3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya
f) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :

1) Seksi Pembukuan

2) Seksi Pelaporan

3) Seksi Pengelolaan Benda-benda Berharga
g) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kedéang

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota MaMomor 54 Tahun 2012

tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kemfm®DPendapatan Daerah

Kota Malang adalah sebagai berikut :
Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokojusapman dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutgak PDaerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksuds Headapatan Daerah

mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bideamgmmutan pajak daerah
b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan prograigtadg ppemungutan

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
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Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftsaetapan PBB
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi FeB®taan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikB8 Perkotaan, BPHTB
dan Pajak Daerah Lainnya;

Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB daak Haaerah
Lainnya;

. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkot&dTHB dan Pajak
Daerah Lainnya;

. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, bazdam,
pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangksi, Séem kelebihan
pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan PajalaDaeainnya;
Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas petanm®n penyetoran
PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

Pengendalian benda-benda berharga PBB PerkotaddTHBRlan Pajak
Daerah Lainnya;

Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem penannB&B Perkotaan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajakdba@PWPD);

. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak

. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggarasiddng pemungutan

PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sdsagan ketentuan
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peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangseiatetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggarages tpokok dan
fungsi;

. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yamgnakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milikatiagaing berada dalam
penguasaannya;

Pengelolaan administrasi umum  meliputi  penyusunamogrpm,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawamah tangga,
perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;

. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan PsBRY dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);

. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyatgkéit dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan seearadilp yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penampgajak daerah;

. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasytaterkait layanan
publik secara berkala melalui website Pemerintaér&lg

. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional

Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugals gakdungsi; dan



58

aa.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wadikesuai dengan tugas
pokoknya
Agar terlaksana tugas pokok dan fungsi tersebata$i diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas dafegional dalam bidangnya.
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan kstiru organisasi Dinas

Pendapatan Daerah pada gambar 3.

4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Berdasarakan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Malangpr 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerahulemn ditindaklanjuti dengan
Peraturan Walikota Malang Nomor 58 tahun 2008 temtdraian Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah i&akanan Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Penyusun Program
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Umum
c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian g&engke
2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
3) Seksi Pengolahan Data;
d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan;
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2) Seksi Pendaftaran;

3) Seksi Penetapan;

. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, w@adiri
1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;

2) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;

3) Seksi Pengembangan Potensi;

. Bidang Penagihan, terdiri dari :

1) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;

3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya;
. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2014

(Sumber : Dispenda Kota Malang, 2014)

60



61

5. Deskrips Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggardkgas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoor@dinasdan melakukan
pengendalian internal terhadap unit kerja di bayaltserta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan foggs
b. Sekretariat
Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelokdministrasi umum
meliputi penyusunan program, Kketatalaksanaan, detahaan, keuangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapamjriedan dan kepustakaan
serta kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakdiudatas,
Sekretariat mempunyai fungsi :
1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan RelkegagRenja);
2) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen PelaksanaaarAnd®PA)
dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatelaks dan
kearsipan;
6) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan darstedq@an;
7) Pelaksanaan urusan rumah tangga;

8) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
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9) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangah#aiags berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggargas jpokok dan
fungsi;

10)Pelaksanaan pengadaan blanko benda-benda berlgBdagPkotaan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kie@uitu

11)Pelaksanaan distribusi blanko benda-benda bertRBfaPerkotaan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kie@uitu

12)Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ygumadan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

13)Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang mililadaer

14)Pengelolaan anggaran;

15)Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembaygraegawai;

16)Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawababd) (&Riangan;

17)Pengkoordinasian pelaksanaan Standar PelayanamMi(BPM);

18)Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasilguissaan;

19)Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan R8BI dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

20)Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

21)Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyahskét (
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggeara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualltaganan;

22)Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PeranBkerah;

23)Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penamBajak
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Daerah;

24)Penyampaian data hasil pembangunan dan informiasiyta terkait
layanan publik secara berkala melaleb site Pemerintah Daerah;

25)pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas ko fungsi;
dan

26)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kefdaiaas sesuai
dengan tugas pokoknya.

Sekretariat, terdiri dari :

a) Subbagian Penyusunan Program

b) Subbagian Keuangan

c) Subbagian Umum

c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugkskppelayanan,
pendataan, penilaian dan penetapan serta pengawdnPerkotaan. Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudndi@ajak Bumi dan

Bangunan mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidajagt Bumi
dan Bangunan;

2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pesart teknis
pendataan, penilaian dan penetapan obyek, subyekwdgb PBB
Perkotaan dan sistem pengarsipan serta pendokusiznta

3) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan programiddngb

pemungutan PBB Perkotaan;



64

4) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan peneRpEn
Perkotaan;

5) Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajibFeBitaan;

6) Perumusan teknis penghitungan dan penetapan PBBtRan;

7) Pemeriksaan Nota Penghitungan PBB Perkotaan;

8) Perumusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

9) Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib PEBRBdRaan;

10)Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenBaPefitaan;

11)Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan;

12)Pelaksanaan pemeriksaan ketetapan SPPT, SKPD, SKSNIPDKB
dan SKPDLB PBB Perkotaan;

13)Pengendalian pendistribusian SPPT, SKPD, SKPDT,(348° dan
SKPDLB PBB Perkotaan;

14)Pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundeadoayaran
denda PBB Perkotaan;

15)Penyiapan ketetapan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB d&?D&B
PBB Perkotaan;

16)Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaaiputine
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapanhgeumsan dan
pengurangan sanksi;

17)Pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaraRBBaBerkotaan;

18)Pelaksanaan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan;

19)Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAPdinmen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

20)Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tladpk Hasil
Pemeriksaan;

21)Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dadabt@perasional
Prosedur (SOP);

22)Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

23)Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

24)Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi;
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25)Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepailaas sesuai
dengan tugas pokoknya.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
a) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian g&engke
b) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;

¢) Seksi Pengolahan Data.

d. Bidang Pajak Daerah Lainnya
Bidang Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas kpglelayanan,
pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetaptn mErgawasan BPHTB dan
Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugaskpsé&bagaimana dimaksud,

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis BiddfgTB dan
Pajak Daerah Lainnya;

2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka et teknis
pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, sutiyekwajib
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya dan sistem pengarsgerta
pendokumentasian;

3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan programiddngb
pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

4) pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendgieaatapan
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

5) pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajiblBRidn Pajak

Daerah Lainnya;



66

6) perumusan teknis penghitungan dan penetapan BPHIB R#jak
Daerah Lainnya;

7) pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BRHTB

8) pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenddhBBE&an
Pajak Daerah Lainnya;

9) pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerahyainn

10)pengendalian pendistribusian SKPD Pajak Daerahlyain

11)pengendalian pendistribusian SSPD BPHTB;

12)pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundeadiayaran
denda BPHTB;

13)pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajakrabae
(NPWPD);

14)penyiapan ketetapan SKPD, SKPDKB dan SKPDLB BPHT d
Pajak Daerah Lainnya;

15)pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaranB&E3B dan
Pajak Daerah Lainnya;

16)pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPADd&amen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

17)penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tiadak Hasil
Pemeriksaan;

18)pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dade®t@perasional
Prosedur (SOP);

19)pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
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20)pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

21)pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas plakofungsi;
dan

22)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kefdaiaas sesuai
dengan tugas pokoknya.

Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :

a) Seksi Pendataan;

b) Seksi Pendaftaran;

c) Seksi Penetapan.

e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi
Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi mel&ksangas pokok
pembukuan dan pelaporan, pengelolaan benda berhdega pengembangan
potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah kaitumtuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang PembuklaanPengembangan

Potensi mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidamdpikuan dan
Pengembangan Potensi;

2) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pe@st teknis
pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga da
pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan PDL;

3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan programiddngb

pembukuan dan pengembangan potensi;
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7
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pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembulan
pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lairydaig sah;
pencatatan ke buku jenis Pajak Daerah terhadapripexzan PBB
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya,

penelitian dan pengendalian terhadap pembukuan pgaicatatan
Realisasi Penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Papdrah
lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah ygmghdut;

penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasieffenan PBB
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sertdgpettan lain-
lain yang sah yang dipungut secara berkala;

penyusunan laporan tunggakan PBB Perkotaan, BPHAIB Rhjak
Daerah Lainnya;

penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB PerikoBHTB

dan Pajak Daerah Lainnya,;

10)pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan aahdmarget dan

Realisasi Penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Papdrah

Lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah ygngndut;

11)pengelolaan benda-benda berharga PBB PerkotaarnlBE&N Pajak

Daerah Lainnya;

12)pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka odaeyelbenda-

benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Baaianya;

(masuk Seksi Pengelolaan Benda Berharga)
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13)penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berhai@@ P
Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya setiduntaya;
(masuk Seksi Pengelolaan Benda Berharga)

14)pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendaiata-benda
berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daeramyajr(masuk
Seksi Pengelolaan Benda Berharga)

15)pengelolaan distribusi benda-benda berharga PBBoRe&n, BPHTB
dan Pajak Daerah Lainnya; (masuk Seksi PengelolBanda
Berharga)

16)penyusunan laporan secara berkala jumlah perse@iaada-benda
Berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daeramiajimasuk
Seksi Pengelolaan Benda Berharga)

17)pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perzac
pengembangan potensi dan peningkatan penerimaanPRB®taan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

18)penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifiRBd Perkotaan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

19)pengkajian potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajaer&h
Lainnya;

20)pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan di bidengumgutan
PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

21)pelaksanaan pengkajian implementasi produk hukuerdbayang

berkaitandengan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lajnny
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22)pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPAPDd&amen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
23)penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tiadak Hasil
Pemeriksaan;
24)pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dada8t@perasional
dan Prosedur (SOP);
25)pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
26) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
27)pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas plako fungsi;
dan
28)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kegdalaas sesuai
dengan tugas pokoknya.
Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, tadiri
a) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
b) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;

c) Seksi Pengembangan Potensi.

f. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penadpB&h Perkotaan
dan Pajak Daerah Lainnya, serta penyelesaian kebeRajak Daerah Lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimal&iddng Penagihan

mempunyai fungsi :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidamagthan;
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pelaksanaan penagihan PBB Perkotaan dan PajakiDiasranya;
pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daenatyhai
penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB PerkoBfHTB dan
Pajak Daerah Lainnya;

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPADdinmen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tiadakt Hasil
Pemeriksaan;

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dads8t@perasional
dan Prosedur (SOP);

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10)pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas plakofungsi;

dan

11)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kefdalaas sesuali

dengan tugas pokoknya.

Bidang Penagihan, terdiri dari :

a) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

b) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;

c) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya.

6. TataKerja

Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nd¥oTahun 2012

Bab V Pasal 31 menyatakan bahwa Tata Kerja padasendapatan Daerah
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Kota Malang adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepalab8gian dan Kepala
Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsmgajalankan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisaskkegcara vertikal maupun
horizontal.

b) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepalab&gian dan Kepala
Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin, bimahbing,
mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksahams bawahan,
dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkaighah yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemgraghdangan.

c) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepalab8gian dan Kepala
Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dantéreygung jawab
kepada atasan masing-masing serta menyampaikarataperkala tepat

pada waktunya.

7. Sumber Daya M anusia

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang dijabagtam dugas pokok
dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan pEggaraan pemerintahan
adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparaty yemadai sesuai dengan
kebutuhan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malanmdipioleh seorang Kepala
Dinas dengan Eselon IlI/b, membawahi Sekretaris alerigselon lll/a dan 4
(empat) orang Kepala Bidang dengan Eselon lll/i{figa) orang Kepala Sub
Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi E$élan

Adapun Sumber Daya Manusia Aparatur yang melaksanalgas pokok
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fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Retaia Daerah Kota Malang

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Data Pegawai Pada Dinas Pendapatan Kainly!

JUMLAH
Golongan Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | T&hun
2009 2010 2011 2012 2013
| 2 6 5 5 5

I 46 48 50 50 46

I 58 58 58 58 60

\Y 8 16 18 14 16
Jumlah PNS 110 120 122 120| 119
Jumlah PTT 0 0 0 2 1
Jumlah PHL 0 0 0 0 1
= e e o

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2013

8. Sarana dan Prasarana Organisas
Pelaksanaan tugas pada Dinas Pendapatan DaeraN&latag didukung

dengan sarana dan prasarana antara lain seperti :
a) Gedung Kantor

b) Komputer

c) Notebook

d) Kendaraan operasional roda 4 (empat)
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e) Kendaraan operasional roda 2 (dua)
B. Penyajian Data
1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang
a. Prosedur Pendataan dan Pendaftaran
1) Wajib Pajak Hotel mendatangi Bidang Pajak Daeraimrya tepatnya
pada seksi pendataan dan pendaftaran dengan menperesaratan
pendaftaran yaitu KTP.
2) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran membeifcamulir
Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) dengan diisi sebesaarnya.
3) Seksi pendataan dan pendaftaran menerima kemudiemenksa
kelengkapan FPWP yang telah diisi oleh WP.
a) Apabila pengisiannya sesuai dan lampirannya lengkegka dalam
FPWP diberi tanda dan tanggal penerimaan kemudaatatl dalam
Daftar Induk WP, Daftar WP per Golongan, sertarbittan Kartu
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).
b) Apabila belum lengkap, maka FPWP dan lampirannyerdhkan
kembali pada WP untuk dilengkapi.
4) Seksi pendataan dan pendaftaran selanjutnya mekabeformulir
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) rangkapar®y
didistribusikan kepada WP dan arsip seksi pendataarpendaftaran.

SPTPD ini dapat digunakan sebagai dasar perhitupgggk hotel
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serta harus diisi secara benar dan lengkap oleib vpajak serta
ditandatangani oleh WP atau kuasanya.

5) Kemudian WP menyerahkan Formulir SPTPD yang sudiadi d
kepada seksi pendataan dan pendaftaran. Petugagpeakiataan dan
pendaftaran memeriksa kelengkapan Formulir SPTPD.

6) Petugas seksi pendataan dan pendaftaran menctta®ajak Daerah
sesuai dengan SPTPD tersebut dalam Kartu Data WRgijak
(KDWP) sebanyak satu lembar dan telah ditandatarajah Kepala
Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

7) Selanjutnya KDWP diserahkan kepada unit seksi pgaet untuk

dihitung besarnya pajak yang dikenakan.

b. Prosedur Penetapan

1) Seksi penetapan menerima dan meregister KDWP yalafj masuk.
KDWP harus disertai SPTPD yang sudah benar pengigiaserta telah
ditandatangani seksi pendataan dan pendaftaran.

2) Kartu Data Wajib Pajak yang masuk ke seksi penetapanjadi dasar
pengisian Nota Perhitungan Pajak (NPP). Nota Retgén Pajak (NPP)
dibuat rangkap 3 (tiga) dan didistribusikan pada :

a) Wajib Pajak
b) Seksi pendaftaran dan pendataan
c) Arsip seksi penetapan
3) Setelah pembuatan Kartu Data Wajib Pajak selesakanKDWP dan

SPTPD diserahkan kembali pada seksi pendataanettetafaran.
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4) Seksi penetapan menerbitkan SKPD dan SSPD untak pajtel. Satu
lembar SKPD dikirim kepada Wajib Pajak dan SSPOgkap 5 (lima)
didistribusikan pada Kasir/BKP. SKPD ditandatangateh kepala
bidang pendataan, pendaftaran, dan penetapan atees kepala dinas
dibuat 4 (empat) rangkap dan didistribusikan pada :

a. Wajib Pajak
b. Seksi Pendataan

c. Kasir/BKP

e

Bidang Penagihan
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telanbitikan selanjutnya

dicatat dalam Daftar Surat Ketetapan Pajak Dadd&iKpPD).

c. Prosedur Penyetor an/Pembayar an
1) Bendahara Khusus Penerima (BKP) menerima uangasettari Wajib

Pajak atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah (Sydig berwarna
putih dan selanjutnya menerbitkan Surat SetoraakPRperah (SSPD)
yang diserahkan sebagai bukti pembayaran kepadi \Wajak dengan
tembusan didistribusikan kepada bidang terkaiuyait
a) Lembar 1 warna putih untuk Wajib Pajak
b) Lembar 2 warna merah untuk Penagihan
c) Lembar 3 warna kuning untuk Pembukuan
d) Lembar 4 warna hijau untuk Kasir

e) Lembar 5 warna biru untuk P20
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2) Setelah SSPD divalidasi, lembar asli disertai SKi@mbalikan ke WP
yang bersangkutan. Kemudian BKP mencatat dan méaiikan
pendapatan pajak yang diterima selama satu hardddem Buku
Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS).

3) BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah melalui BariknJsgtcara harian
dengan membuat Surat Tanda Setoran yang ditan@daiaBgndahara
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas Penalap&urat Tanda
Setoran (STS) sebanyak rangkap 5 (lima) didistiltaumskepada :

a) Lembar pertama untuk BKP

b) Lembar kedua untuk Pembukuan
c) Lembar ketiga untuk P20

d) Lembar keempat untuk BPKAD
e) Lembar kelima untuk BPKAD

4) Bendahara Kas Penerima (BKP) mencatat seluruh ipeseen Pajak
Daerah ke buku penerimaan Pajak Daerah dan memékapitulasi
rincian masing-masing Pajak Daerah.

5)BKP  secara  periodikal (bulanan) menyiapkan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan Pajak Daerah unts&mpgaikan

kepada Bidang Pembukuan.

d. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan
1) Bidang pembukuan dan pelaporan menginput kedalanpiter atas

dasar STS dan SSPD yang diterima.



78

2) Mencatat dalam Buku WP sesuai dengan NPWP dari \&&tigrmasing
pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasdasatiari SSPD.

3) Mengarsip seluruh dokumen yang telah dicatat demgamber nomor
urut file.

4) Rekonsiliasi Laporan Penerimaan Pajak Daerah setiggd bulan ke
BPKAD

5) Setelah rekonsiliasi Laporan dan tidak ada setisigan BPKAD maka
diterbitkan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak &aedan diotorisasi
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

6) Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dikieiilikota melalui

BPKAD.

. Prosedur Penagihan

1) Berdasarkan SKPD yang diterima bagian penagihahikapditemukan
Wajib Pajak yang belum membayar pajak pada saal j@mpo bulan
berjalan, maka dinyatakan sebagai tunggakan. Keanuddagian
penagihan membuat Surat Tagihan Pajak Daerah (SHEebanyak
rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Wajib Pdgak lembar kedua
untuk bagian penagihan.

2) Berdasarkan SPTPD tersebut, Wajib Pajak dapat masiumelalui
petugas penagihan saat SPTPD disampaikan. SelaiWajib Pajak
dapat melunasi melalui Pembantu Bendahara Penerimasgakan

di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangtgpat
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3) Dalam waktu maksimal 1x24 jam, Bendahara Pembaeterimaan
Tunggakan menyetorkan kepada Bendahara Penerimspanda.

4) Terhadap STPD yang tidak dibayarkan, tetap akanadetunggakan
pada bulan berikutnya dan ditagihkan kembali der§aRD baru yang

isinya tunggakan akumulatif.
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Gambar 4: Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
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Gambar 5: Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel
Lanjutan

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
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Gambar 6 : Bagan Alir Prosedur Penyetoran Pajak Hotel

(Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bgtu
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Gambar 7 : Bagan Alir Prosedur Pembukuan dan Pelapor an serta Penagihan

Pajak Hotel (Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
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C. Analisis Data dan Interpretasi Data

Suatu organisasi memerlukan struktur organisagy yimpat menunjukkajob
description secara jelas serta memperjelas garis wewenargguag jawab serta hak
dari masing-masing pegawai. Struktur organisasg\saat ini digunakan oleh Dinas
Pendapatan daerah Kota Malang kurang memenuhitgy@amgendalian intern yang
baik. Hal ini terlihat dari adanya perangkapan sugatara seksi pembukuan dan
seksi pelaporan. Dampak yang akan terjadi atasigkapan tugas ini ialah petugas
tidak terfokus pada satu pekerjaan yang mengakibagiroses pembukuan dan
pelaporan tidak berjalan dengan efektif dan efisieerta ada celah bagi petugas
yang terkait untuk melakukan tindak kecurangan.

Pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan d&etahMalang tidak
dapat terlepas dari sistem yang disusun. Penyussisgem yang baik bertujuan
untuk memudahkan seluruh kegiatan dalam suatunis@s agar berjalan secara
tepat dan efisien. Begitu juga dengan penyusunstensi pemungutan pajak hotel
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotkridgadimaksudkan untuk
memberikan informasi yang tepat bagi pihak yangaiér Terciptanya sistem yang
baik akan meningkatkan sistem pengendalian intadamrganisasi tersebut. Selain
itu, pengendalian intern yang sudah berjalan dapaningkatkan efisiensi serta
efektifitas seluruh kegiatan serta mendorong ditgat kebijakan pemimpin yang
ditetapkan.

1. Analisisterhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel

Berdasarkan sistem dan prosedur pemungutan pajaél Ipada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang sudah baik. Namuih mda kekurangan, yaitu:
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a) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksigtean dan seksi
pendaftaran. Struktur organisasi menunjukkan bakedua seksi ini
terpisah tetapi pada prakteknya proses pendataan peémdaftaran
dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini mengakibatkungsi pembukuan
dan pelaporan hanya dilakukan oleh 1 orang sajmp2& yang terjadi
karena duplikasi tugas ini ialah kemungkinan tengal transaksi yang
tidak sebenarnya oleh petugas.

b) Diperlukan adanya pemisahan fungsi antara seksbpkoan dan seksi
pelaporan. Dampak yang mungkin terjadi ialah teati&pcurangan yang
dilakukan oleh petugas terkait.

Berdasarkan analisis sistem pemungutan pajak patiel Dinas Pendapatan

Daerah Kota Malang maka saran yang diberikan sebagéut:
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Gambar 8 : Bagan Alir Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel

(disarankan).
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Gambar 10 : Bagan Alir Prosedur Penyetoran Pajak Hotel (disarankan).
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Gambar 11 : Bagan Alir Prosedur Pembukuan dan Pelaporan serta Penagihan

Pajak Hotel (disarankan).
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2. Analisis terhadap formulir yang digunakan pada prosedur pemungutan
pajak hotel

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 40 TaHi999 tentang
kegiatan administrasi dan formulir yang dipergumakialam Sistem dan Prosedur
Pajak Daerah disebutkan berbagai formulir yangshdrgunakan untuk pemungutan
pajak daerah. Namun tidak semua formulir yang featlgpada pedoman tersebut
diterapkan, dikarenakan faktor biaya dan kurandegaga.

Hal yang perlu diperhatikan agar data dalam formmlidah dipahami serta
dijamin keakuratannya adalah bentuk formulir itodig. Perlu diperhatikan kembali
tentang prinsip-prinsip perancangan formulir.

Berikut ini merupakan analisis terhadap beberapendbr yang digunakan
dalam prosedur pemungutan pajak hotel :

1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

a) Formulir ini terdiri dari 2 (dua) lembar tetapi lyandibuat rangkap
1(satu). Sebaiknya formulir ini dibuat rangkap @gpagar formulir yang
asli diserahkan pada WP sedangkan tembusan unfakmiasi seksi
pendataan.

b) Pada formulir ini telah tercantum nama dan alamgamsasi yaitu Dinas
Pendapatan Daerah untuk memudahkan identifikabf@saulir tersebut
bagi pihak luar.

c) Formulir ini tidak mencantumkan nomor urut tercetasehingga

pertanggungjawaban terhadap pemakaian formulirmasang.
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d) Formulir ini tidak mencantumkan tanda terima untMR. Tanda terima
ini seharusnya diberikan kepada WP sebagai bukiwvdaWP sudah
mendaftarkan diri.

2) Kartu Data Pajak Hotel

a) Kartu data pajak hotel terdiri dari 2 halaman ddak ada tembusannya.
Sebaiknya kartu data pajak hotel dibuat rangkamr didistribusikan
masing-masing kepada seksi pendataan dan sekstapane Hal ini
bertujuan agar prosedur yang berjalan tidak terlaoit.

b) Sudah dicantumkan nama formulir dan pihak-pihak gyanemberi
otorisasi.

c) Kartu data pajak hotel tidak mencantumkan nama,onamut tercetak
serta alamat organisasi.

3) Kartu NPWPD

a) Kartu ini mencantumkan nama, alamat, NPWPD yan@rikbn oleh
seksi pendaftaran dan pendataan saat WP sudalftaerdaingsi kartu
ini adalah sebagai pengenal dan digunakan saata&arbayar pajak.

4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

a) Formulir ini telah disusun secara ringkas terdaiid halaman rangkap 5

b) Formulir ini dibuat secara otomatis melalui komputerta nomor urut
tercetak sudah ada.

c) Nama dan alamat organisasi sudah dicantumkan delegaap dan
nama formulir sudah dicantumkan.

5) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
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a) Formulir ini terdiri dari 1 halaman rangkap 5

b) Telah mencantumkan nama dan alamat organisasi dégggkap. Nama
formulir dan nomor urut tercetak sudah dicantumkidal ini berguna
sebagai pengawasan pemakaian formulir.

6) Surat Tanda Setoran (STS)

a) Formulir ini sudah mencantumkan nama organisasirdgana formulir,
tetapi alamat organisasi belum dicantumkan. Nomort tercetak masih
belum ada, selain itu masih terdapat tempat otirg@amegang kas yang
tidak berfungsi sebab fungsi pemegang kas sudadkuttihn oleh

kasir/BKP.

3. Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Hotel
a. Pengendalian Intern Menurut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60

Tahun 2008

Suatu organisasi yang baik akan menerapkan sisegepdalian intern
untuk mengurangi terjadinya penyimpangan yangdegada sistem yang sedang
berjalan dalam hal ini ialah sistem pemungutan kpdjatel. Pelaksanaan
pengendalian intern pada Dinas Pendapatan Daertdh Malang dapat dilihat
berdasarkan unsur-unsur pengendalian internseangi tercantum dalam PP Rl

Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian

a) Penegakan integritasdan nilai etika
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Penegakan integritas dan nilai etika dalam membafiggkungan
pengendalian yang efektif memerlukan dukungan pedat seluruh
karyawan suatu organisasi. Maka dari itu, seorapgimpin suau
organisasi harus konsisten dan menunjukkan, mekatai dan perbuatan,
komitmen yang kuat terhadap standar dan nilai etéeg tinggi. Nilai-
Nilai integritas dan etika yang perlu dibangun hatlengan merumuskan
suatu kode etik, standar atau aturan perilaku y&omprehensif,
mengkomunikasikannya kepada bawahan, serta tidakpa Iu
mengimplementasikannya. Kode etik tidak harus dilsegara formal,
yang terpenting ialah agar setiap organisasi meaeab&ésa menekankan
pentingnya perilaku yang etis dan integritas yamggi.

Selama ini aturan perilaku yang dijalankan olehalifPendapatan
Daerah Kota Malang berpedoman pada strategi yewyitdari visi,
misi, dan tujuan Dispenda. Berdasarkan visi, m&i tujuan tersebut,
kepala dinas, kepala bidang serta karyawan berusadaciptakan
lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalancapai suatu
tujuan organisasi. Standar etika pegawai di DinasdBpatan daerah
Kota Malang diatur berdasarkan Peraturan PemeriRaiNomor 30
Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai N&jpil yang telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 53rTant0 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Standar Pelayanan di Dispenda diatumdé&dgoutusan

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Nomor
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188.451/15/35.73.313/2011 Tentang Standar Pelaydh#iik Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang. Atas pelanggaraiplinlisyang
dilakukan oleh PNS akan dijatuhi hukuman disipliimgkat Hukuman
disiplin terdiri dari :
1) Hukuman disiplin ringan
Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, taguertulis dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.
2) Hukuman disiplin sedang
Jenis hukuman disiplin sedang berupa penundaaaikean gaji
berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenad@gkat selama
1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebndah
selama 1 (satu) tahun.
3) Hukuman disiplin berat
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunpangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pdatian dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendahpbebasan dari
jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atamip@an
sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dermgamat
sebagai PNS.
Peranan pimpinan instansi menjadi sangat pentingukun
menciptakan lingkungan pengendalian internal yaaify.[5Seorang
pemimpin harus mampu memberi contoh yang baik bagi

karyawannya. Pimpinan harus menunjukkan perilakogydapat
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mendukung penegakan integritas dan nilai etikajnggh para

karyawan mempunyai teladan yang patut dicontoh.
b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi meliputi standar kdemmse untuk
setiap tugas dan fungsi pada masing-masing poada guatu instansi,
persyaratan pendidikan, pengetahuan dan keteramgalam menduduki
jabatan tertentu. Penerimaan pegawai pada Dispdildiukan oleh
Pemerintah Daerah Setempat. Diharapkan penerimagawai dan
promosi jabatan di Dispenda dilakukan secara olfyeldn selektif
berdasarkan pada prinsip profesionalisme. Halanigydimaksud dengan
profesionalisme ialah tidak memandang secara oifybkrdasarkan
kelamin, suku, ras, agama dan golongan.

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan olemaBi
Pendapatan Daerah Kota Malang yang menangani pgajéd ialah
pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentuihmbslum

berdasarkan kemampuan dan keahlian.

¢) Kepemimpinan yang kondusif
Kepemimpinan yang baik dalam suatu organisasi ialahg
mampu membimbing, mengarahkan, mendidik serta nmebija
keputusan dengan bijaksana bagi pegawainya. Pemiygng baik
mampu mempertimbangkan risiko dalam pengambilatuseputusan.
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, pimpiredakukan

interaksi secara intensif dengan pimpinan padakaitssn yang lebih
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rendah, sehingga komunikasi antara atasan dengeahba akan tetap
terjaga. Pimpinan juga merespon secara positiitep pelaporan yang

berkaitan dengan keuangan, penganggaran, progeamkedjiatan.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Suatu organisasi/perusahaan mutlak memerlukan tstruk
organisasi, begitu juga dengan Dinas Pendapatamidd@®ta Malang.
Struktur organisasi suatu perusahaan dapat menggkarbpembagian
deskripsi jabatan yang dapat memperjelas garis wawg tanggung
jawab dan hak masing-masing fungsi. Selain itu, gdunstruktur
organisasi ialah mengetahui secara jelas dari slapaeka mendapat
perintah dan kepada siapa mereka bertanggung ja@etiingga dapat
diketahui bagaimana sistem pengendalian intern yaatama ini
diterapkan dalam Dispenda Kota Malang. Pembagiamwenang,
kewajiban, dan fungsi masing-masing yang jelasndalispenda Kota
Malang diharapkan dapat menciptakan penyelesaikerjpan secara
efektif dan efisien.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotdarga
berpedoman pada Peraturan Daerah. Dispenda menipbeyduk
struktur organisasi garis dan staff yaitu wewendaug tugas berasal dari
pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagiaruk&tr organisasi
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah kalena
memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawaib naasing-

masing bidang. Namun, ditemukan kekurangan padarutagas dan
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wewenang pada seksi-seksi bidang pada Dinas Peaadapaerah Kota

Malang yang belum dijelaskan secara rinci. Hadmpat mengakibatkan

pelaksanakan tugas pokok tidak dapat berjalan depajii.

1. Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pada bidang Pajak Daerah Lainnyajob description telah
digambarkan secara jelas dari masing-masing seRanas
Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan \@aliledang
Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Tea
Kerja Dinas Pendapatan Daerah bagi karyawan dalam
melaksanakan tugasnya. Pembagian fungsi pada masisigg
seksi terlihat sangat jelas terdapat pemisaharsflangara petugas
pendataan, pendaftaran dan petugas yang menetdg@samnya
pajak yang dikenakan. Pemisahan fungsi sudah aerjihas pada
struktur organisasi, namun pada prakteknya prosedataan dan
pendaftaran dilakukan oleh satu orang saja. Jagatddisimpulkan
bahwa kegiatan pendataan dan pendaftaran rawanniggman
terjadinya kecurangan. Perangkapan pekerjaan merkaoawan

tidak mengetahui tanggung jawab dan wewenang mereka

2. Bidang Pembukuan
Pembagian deskripsi pekerjaan masing-masing seksiahs
diuraikan sangat jelas. Pada bagian pembukuan elagembangan
potensi dibagi menjadi 3(tiga) seksi yaitu yangtgo@a ialah seksi

pembukuan dan pelaporan, menunjukkan bahwa inforyesy
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dicatat dalam pembukuan akan dipergunakan untuk buaim
laporan secara berkala. Mengingat bahwa penerintaspenda
sangat besar agar tidak terjadi kesalahan makagrela dibuat
secara periodik. Kekurangan dari bidang ini ialagrjati
duplikasi/perangkapan tugas yang dilakukan oleliggkmbukuan
dan pelaporan. Seksi ini menangani pembukuan d#pgran
sekaligus yang akan mengakibatkan munculnya celagi b
karyawan bertindak curang. Selain itu kemungkinaruk yang
akan terjadi ialah tidak optimalnya kegiatan pemiauk dan
pelaporan dikarenakan petugas yang tidak fokus psala

pekerjaan.

. Bidang Penagihan

Pada bagian Penagihan, job description dari masagng seksi
sudah dijelaskan. Seksi-seksi tersebut telah rnaariah tugas
sesuai dengan fungsiny&ross check selalu dilakukan antara
Bagian Penagihan dengan BKP. Hal ini dilakukan kntu
mengetahui WP yang belum melakukan pembayaran.

Secara keseluruhaifob description yang sudah dijelaskan pada
Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 Tremtaraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendap@tsrah
Kota Malang sudah baiklob description dijabarkan secara jelas
dan tidak ditemukan duplikasi pekerjaghugas dan tanggung

jawab sudah merata sesuai dengan fungsi, akan tetdapat seksi
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yang jarang di fungsikan yaitu Seksi Penyelesaiebefatan Pajak
Daerah. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dd€ormasi
yang diberikan sehingga Wajib Pajak tidak mengetadndapat
fungsi keberatan di Dispenda.

Menurut peneliti struktur organisasi pada Dinasd@gatan Daerah
Kota Malang sudah baik nhamun masih ada beberapardedan.

Maka saran yang diberikan sebagai berikut :



KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
U KASUBAG KASUBAG
o oy KEUANGAN UMUM
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PAJAK DAERAH LAINNYA
KAST PELAYANAN,
PENGAWASAN & e pel S KASI KASI KASI
PENYELESAIAN PENDATAAN | [PENDAFTARAN || PENETAPAN
PENETAPAN DATA
SENGKETA
| |
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
PEMBUKUAN & PENAGIHAN
PENGEMBANGAN POTENSI
KASI KASI KASI KASI
ol e . PENGELOLAAN || PENGEMBANGAN g SEREAGIERN PENYELESAIAN PENYELESATAN
N a BENDA BERHARGA POTENSI KEBERATAN PDL KEBERATAN PDL
Gambar 13

Struktur Organisasi Dinas pendapatan daer ah Kota Malang Tahun 2014. (Disarankan)
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Berdasarkan analisis pada pembentukan strukturnis@s yang
sesuai dengan kebutuhan, maka peneliti menyimpubiednwa struktur
organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malangpgatdkekurangan.
Struktur organisasi yang disarankan pada gambdiat&s antara lain :

1) Pada Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensiameahib

Kasi Pembukuan Dan Pelaporan. Sebelumnya kasi Rerabwan

Pelaporan dilakukan oleh satu orang dan penelitiya&nkan agar

kedua kasi ini dipisah. Hal ini disarankan agarakidterjadi

duplikasi pekerjaan yang akan mengakibatkan cedain karyawan

yang bertindak curang.
€) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menerapkarelegiadian
wewenang dan tanggung jawab dengan cara membevieavenang
kepada masing-masing karyawan sesuai dengan tagg@avabnya.
Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab ss&lmra rinci
dituangkan pada Peraturan tentang tugas pokokuteysifdan tata kerja
serta atasan wajib mengkomunikasikannya pada masasNg

karyawan Dispenda Kota Malang.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia
Penyusunan dan penerapan kebijakan yangs ehahdeptambinaan
sumber daya manusia yang diterapkan pada Dinasapatath Daerah

Kota Malang ialah menempatkan golongan seorang wsegaesuai
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dengan jenjang pendidikan. Perekrutan pegawaieDi ini dilakukan
melalui proses seleksi calon pegawai negeri sipispenda Kota
Malang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Noim®aliun 2002
tentang Kebijakan dan Prosedur Rekruitmen sampangate
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan upgringkatan
kualitas SDM, maka Dispenda mengadakan bimbingamdgelatihan
kepada pegawai pemungut Pajak Daerah dan Retiaesiah. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai adagh
peraturan-peraturan Pajak Daerah dan Retribusidbasghingga saat di
lapangan dapat mengaplikasikan peraturan yang kibedarta dapat
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib kP&aerah dan

Wajib Retribusi Daerah.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang
efektif
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mempunyai gD
yang berfungsi untuk melakukan kegiatan analisisa g@g&mantauan
tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Sistem Rtasedur Kerja
Pemungutan Pajak. Fungsi ini berperan menyusunlataelayanan dan
memantau pelaksanaannya. Sedangkan pengawasam edisadukan
oleh Badan Pengawas Daerah dan Badan PengawasgseugiBPK),
sehingga fungsi audit pada Dispenda benar-benakuk&n oleh pihak

yang independen.
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2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risikaml analisis risiko. Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang menggunakan metadi&ige risiko
yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujidspenda Kota
Malang lebih mengacu pada pernyataan visi dan yaigu mewujudkan
peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mergly@rumbuhan
perekonomian Kota Malang. Salah satu identifikésko yang dilakukan
Dispenda Kota Malang ialah dengamrvey potensi hotel baru sehingga
dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang diakwajib Pajak untuk
bebas dari kewajiban membayar Pajak Daerah. Pepajak secara rutin
melakukan survey dengan menginformasikan keteriteteantuan serta
persyaratan bagi wajib pajak hotel yang baru. Armalisiko dalam hal ini
berdampak adanya wajib pajak yang belum terdatanggén penerimaan

terhadap pajak hotel tidak dapat meningkat.

3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajib
menyelenggarakan kegiatan pengendalian untuk melkaju kebijakan
agar terlaksana dengan baik. Pengendalian ditemapkaéuk mencapai
standar kinerja instansi serta dapat mengurangadieya kesalahan.
Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dispefai@ Malang terdiri

dari:

a) Reviewatas kinerja Dinas Pendapatan Daerah K ota Malang
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Review yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malab

dengan menyelenggarakan monitoring dan evaluasipsbulannya
pada semua bagian yang terkait. Monitoring danuasgalini bertujuan
untuk mengamati serta mengevaluasi kinerja pegateas tanggung
jawab yang diberikan. Evaluasi terhadap realisAg§) Riga dilakukan
dengan SKPD guna mendukung pencapaian sasaran tedaly

direncanakan dengan tetap mengedepankan koorgaragintensif.

b) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dasar pokok dalam lingkungan pengendalian adalahlieen dan

kejujuran karyawan dalam melaksanakan praktik. Peman sumber
daya manusia berkaitan erat dengan proses rekrnijpemgangkatan,
pelatihan, kompensasi, evaluasi, prestasi dan Bibrkaryawan.
Dispenda dalam hal sistem kompensasi masih beldmhatesecara
maksimal. Sistenmeward and punishment masih belum dilaksanakan
secara maksimal. Berikut beberapa pembinaan sud#yer manusia

yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malaegputi:

1) Menginformasikan mengenai visi, misi, tujuan, sasakebijakan
dan program instansi kepada seluruh pegawai Diresldpatan
daerah Kota Malang.

2) Menyusun struktur organisasi, uraian jabatan, amogpendidikan
serta rencana pelatihan kerja bagi pegawai.

3) Strategi pembinaan sumber daya manusia melalutdiertujuan
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meningkatkan kualitas pegawai.

¢) Pengendalian atas pengelolaan sistem infor masi
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pBRizas
Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pemungutark pajtel
meliputi pengendalian umun dan pengendalian apliengendalian
umum pada Dispenda Kota Malang terdiri dari:
1) Pengamanan sistem informasi
Pengamanan sistem informasi pada pemungutan papaél h
dilakukan secara rutin. Hal ini untuk mengetahuhvba sistem
informasi yang dijalankan sudah baik ataukah peilakukan
perubahan.
2) Pengendalian atas akses
a) Klasifikasi pada sumber daya sistem informasi bsadan
kepentingan yang terkait.
b) Mengidentifikasi siapa saja pengguna yang berhakotarisasi
akses informasi secara formal
c) Pengendalian fisik yang dilakukan untuk mencegam da
mendeteksi akses yang tidak diotorisasi
3) Pemisahan tugas
a) Menetapkan tugas yang tidak dapat digabungkan danbuat
kebijakan untuk memisahkan masing-masing tugas.
b) Pengendalian atas setiap kegiatan pegawai melelgerapan

prosedur daneview.
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4) Kontinuitas pelayanan

a) Penilaian dan pengidentifikasian pada sumber dayalykung
atas kegiatan pemungutan pajak melalui komputerigasg
baik.

b) Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memirsasili
potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

Pengendalian aplikasi pada Dinas Pendapatan Kolanilailakukan

sesuai dengan otorisasi yang selama ini berjalaangéhdalian

terhadap keandalan pemrosesan data sangat dibotpalla sistem
pemungutan pajak. Pengendalian aplikasi dapa@adlidéari:

1) Pengendalian otorisasi mencakup:

a) Pengendalian terhadap dokumen sumber pada setaidee

b) Pengesahan dokumen sumber

c) Pembatasan atas akses entri data

d) Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk regkaa
bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

2) Pengendalian kelengkapan meliputi pengentrian damrgsesan
seluruh transaksi yang telah diotorisasi. Selagpuitmelakukan
tahap rekonsiliasi untuk memverifikasi kelengkapata.

3) Pengendalian akurasi mencakup:

a) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikaga dang
salah

b) Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikanydag salah
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secepatnya.
c) Review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi

dan validitas data.

d) Pengendalian fisik atas aset

Pengendalian fisik atas aset dilakukan untuk meag&an dan

melindungi asset yang berharga. Pengendalian &tk aset yang

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang:ialah

1) Uang kas disimpan dalam brankas di dalam ruanga® y&iag

akses masuknya dibatasi sehingga melindungi datukéentuk
penyelewengan yang terjadi.

2) Catatan akuntansi dan dokumen penting disimpamudé&aari.
Namun dikarenakan terbatasnya jumlah lemari dangam terlalu
sempit mengakibatkan banyak dokumen yang diletakkaneja.
Sebaiknya ruangan BKP diperluas dan menambah jularabri
agar semua dokumen penting dapat tersimpan derg&ndan
rapi.

3) Formulir-formulir yang terkait diberi nomor urut tet, secara

fisik diamankan serta aksesnya dibatasi.

€) Penetapan reviewatas indikator dan ukuran kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuknilane
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu &egsgsuaai

dengan visi dan misi instansi. Penetapaview atas indikator dan
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ukuran kinerja yang dilakukan Dinas Pendapatan dbaeKota
Malang ialah dengan cara membandingkan anatarattaigngan
realisasi masing-masing indikator kinerja. Indikatinerja yang
dimaksud ialah indikator kinerja sasaran yang mekap indikator
kinerja utama dan membandingkan dengan target ekdisasi pada

indikator tujuan.

Pemisahan Fungs

Pemisahan fungsi yang diterapkan Dinas Pendapatarab Kota

Malang sudah baik, yaitu:

1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai yakajitelalam
sistem pemungutan pajak sudah dipisahkan.

2) Pengendalian atas otorisasi atas transaksi sugalantian serta
pengendalian atas kegiatan pegawai melalui prosgaiuy sudah

ditetapkan.

g) Otorisasi atastransaksi dan kejadian yang penting

Otorisasi atas transaksi yang terjadi pada Dinaxldmtan daerah
Kota Malangsudah cukup baik. Hal ini dibuktikan gan bentuk
otorisasi pada penerbitan surat penting harus e dahulu oleh
Kepala Bidang masing-masing. Salah satu contohrgda psaat
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Derah (SKPD) hdmo®risasi
terlebih dahulu oleh Kepala Bidang Pendataan, Remda dan

Penetapan sebelum melangkah pada tahapan selanjutny
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h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atastransaksi dan
kejadian
Pencatatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatamalbdéota
Malang yaitu:
1) Setiap transaksi dan kejadian diklasifikasikan dentgpat, dicatat
segera sesuai dengan tanggal.
2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat diterapkadapsaeluruh
transaksi dan kejadian.
i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Pimpinan instansi dalam hal ini ialah Kepala DiR@sndpatan Daerah
Kota Malang memebrikan akses atas sumber daya efsraatannya
hanya kepada pegawai yang berwenang. Kadin jugaib waj
menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhsigpmpanan

sumber daya dan pencatatannya.

j) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang wajililike
mengelola dan memelihara Sistem Pengendalian Istata transaksi

dan kejadian penting.

4) Informas dan Komunikasi
Dinas pendapatan Daerah Kota Malang belum menjafaimkormasi
dan komunikasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan gem kurang meratanya

penyebaran informasi pada kalangan masyarakat behtan tersedianya
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alat komunikasi sebagai parantara antara masyamddagan Dispenda.
Sebaiknya Dispenda menyediakan dan memanfaatkabadser bentuk
sarana komunikasi demi distribusi informasi dapafdtan dengan efektif

dan merata.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern pada Dinas Pendagietaah Kota
Malang secara rutin dengan melakukan review ataerjii instansi. Selain
itu, Kadin terlibat dalam pembuatan Laporan Akuiltiagls Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk Akuntabilitas néfja Instansi
Pemerintah. Penyusunan LAKIP pada Dispenda ini pakan salah satu
perwujudan tekad untuk senantiasa bersunggung-sanggewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan padaigprinsip good
governance.

Kepala Dinas melakukan pemantauan berkelanjutan alanel
pengelolaan rutin, pembandingan, rekosiliasi dadatkan lain yang terkait
dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah jugkutin melaui penilaian
sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistemnd@mdalian Intern.
Menurut peneliti sebaiknya pemantauan sekali watitakukan secara
mendadak tanpa ada pemberitahuan untuk menegthti genyelewengan

yang mungkin terjadi.
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PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yand tditakukan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang tentang Evaluaser®isDan Prosedur
Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Mendukung Peladjan Intern, maka
peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat kekumanalah satunya masih
terdapat adanya kelemahan pada sistem pemungutgk petel yaitu
perangkapan tugas yang dilakukan oleh seksi pemdatan seksi pendaftaran.
Hal ini akan berdampak pada tugas yang dikerjakaarg berjalan maksimal.
Hasil evaluasi sistem pemungutan pajak hotel texdéyeberapa yang belum
sesuai dengan lima unsur pengendalian intern yargaritum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Rdagian Intern. Berikut

ini akan dijelaskan kelemahan-kelemahan terselpatdilihat berdasarkan :

1) Terdapat perangkapan fungsi pada Dinas Pendapaarald Kota Malang
yaitu pada seksi pendataan dan seksi pendaftarased® pendataan dan
pendaftaran hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang $#al ini akan berakibat
tidak maksimalnya tugas dari seksi pendataan dadgi@aran serta terdapat
celah untuk pihak terkait berbuat kecurangan.

2) Pada seksi pembukuan dan pelaporan terjadi duppksaangkapan tugas
yang dilakukan. Seksi ini menangani pembukuan dalappran sekaligus

yang akan mengakibatkan munculnya celah bagi kagdwertindak curang.
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3) Formulir-formulir yang digunakan pada sistem penutag pajak hotel masih
kurang memadai yaitu terdapat formulir-formulir gamelum memenuhi
syarat formulir yang baik sesuai dengan Keputusamnt®ti Dalam Negri
Nomor 40 Tahun 1999. Salah satunya yaitu belumremtaor urut tercetak
pada Surat Tanda Setoran (STS) serta pencetakaa dam alamat Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang belum dicantumkakundagan seperti ini
akan memunculkan celah bagi pihak terkait untuketr curang yaitu dengan
menyalahgunakan formulir yang belum lengkap peagisnstansi beserta
alamatnya.

4) Uraian tugas dan wewenang masing-masing seksi belijetfaskan secara
rinci. Hal ini dapat mengakibatkan masing-masinggveai kurang memahami
tanggung jawab dan tugasnya.

5) Penilaian risiko yang dilakukan Dinas Pendapatarer@fa Kota Malang
menunjukkan minimnya kegiatasurvey lapangan untuk menjaring Waijib
Pajak Baru sehingga masih banyak Wajib Pajak yahgbterdaftar.

6) Disiplin pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Mpldikatakan masih
kurang dikarenakan belum terlaksananya sistemard and punishment. Hal
ini terlihat dari masih ada pegawai yang keluar ukasantor pada saat jam
kerja untuk kepentingan pribadi namun tidak adaum#én atau peringatan
tegas. Sehingga kegiatan pengendalian yang dilakolen Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang dinilai masih kurang.

7) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiblkeh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang khususnya pada big@ndapatan yang
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berkaitan dalam sistem pemungutan pajak hotel. illatlapat dilihat dari
belum adanya pelatihan-pelatihan bagi pegawai Di@ekhususnya yang

berkepentingan dengan pajak hotel.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, nibfketahui beberapa
permasalahan yang mungkin dapat menimbulkan celaburangan dan
penyelewengan pada sistem pemungutan pajak hagkuB ini beberapa saran
dari peneliti sekiranya dapat memberikan alternpéftimbangan bagi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengambil keputberkenaan dengan

pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel dalamyaupaendukung

pengendalian intern. Saran-saran tersebut adabayaieberikut :

1) Upaya peningkatan pengendalian intern pada Dinaddpatan Daerah Kota
Malang seharusnya diikuti dengan pemisahan furgsniynemisahkan seksi
pendaftaran dan seksi pendataan dimana kedua sekberada dibawah
bidang pajak daerah lainnya. Selain itu diperlukemisahan fungsi pada
seksi pembukuan dan pelaporan agar tidak terjading&apan tugas pada
seksi ini.

2) Perubahan yang terjadi pada struktur organisasargshya diikuti dengan
berubahnya prosedur pendataan, pendaftaran, panetdan penerbitan.
Masing-masing tahapan mulai dari pendataan, peardaft penetapan dan
penerbitan sebaiknya dilaksanakan oleh bidang dezahliannya masing-
masing agar pada satu bagian tidak terjadi penuarptugas.

3) Sebaiknya uraian tugas pokok dan fungsi masingnagasgksi pada Dinas
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Pendapatan Daerah Kota Malang lebih dijelaskanrse@aci sesuai dengan
struktur organisasi yang terbentuk. Hal ini untulentiorong pelaksanaan
tugas pokok masing-masing seksi dapat berjalanaebaik.

4) Penggunaan formulir pada Dinas Pendapatan Daerdaa Malang terkait
dalam proses pemungutan pajak hotel sebaiknyaldifgeagar sesuai dengan
prinsip-prinsip perancangan formulir, yaitu pembaerinomor urut tercetak
pada semua jenis formulir, pencetakan permanen rdanaalamat instansi
dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota MalaadapSurat Tanda
Setoran (STS) serta pemberian kolom yang sesuaademedia pengisian
formulir sehingga memudahkan pekerjaan yang dilakuk

5) Aturan dan sanksi yang tegas bagi pegawai yang§ tidaplin dalam bekerja
dan keluar pada saat jam kerja untuk kepentingdmagir Hal ini harus
diinformasikan secara menyeluruh pada pegawai Diersdapatan Daerah
Kota Malang.

6) Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, maka selpaikpihak Dinas
pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pembinegawai dengan cara
sosialisasi, seminar dan pelatihan-pelatihan yangrkditan dengan
pemungutan pajak hotel.

7) Melakukansurvey secara rutin untuk mencari potensi pajak hotebyaaru.
Hal ini berguna untuk dapat mengurangi wajib pgjakg belum terdaftar.

8) Melakukan pengawasan secara periodik terhadapnsipeamungutan pajak
hotel yang sudah berjalan sehingga apabila tegexdnasalahan dapat segera

diatasi dengan baik.
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